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ABSTRAK 

Pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu mengabukan sebagian 

dari permohonan yang diajukan oleh Machica Mochtar yang menikah sirri 

dengan Moerdiono mengenai uji materil UU No.1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan terhadap UUD 1945. Isi putusan “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 

Putusan tersebut menuai banyak pro dan kontra di masyarakat karena dirasa 

masih menimbulkan multi tafsir mengenai maksud anak di luar perkawinan dan 

maksud hubungan perdata yang akan melekat pada anak di luar perkawinan. 

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji dengan subjek penelitian 

yang penyusun pilih adalah para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan 

(Field Research) dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu memahami 

pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap pro dan kontra 

puutusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar 

perkawinan. Data primer diperoleh dari wawancara terstruktur dengan hakim di 

Pengadilan Agama Yogyakarta. Data hasil wawancara dideskripsikan  dan di 

analisis dengan berpedoman pada ayat Al-Qur’an, hadis, usul fikih, fikih dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan status dan hak anak 

di luar perkawinan. 

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil wawancara dengan para 

hakim, dapat disimpulkan para hakim sepakat bahwa perdebatan pro dan 

kontra terhadap putusan MK tersebut sah-sah saja dan wajar terjadi, namun 

harus dihormati karena alasan pihak yang pro dan kontra berdasarkan argumen 

yang jelas sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Perlu diluruskan maksud 

anak di luar perkawinan dalam putusan MK adalah anak yang dilahirkan dalam 

atau sebagai akibat perkawinan sirri yang diingkari ayah biologisnya, yang 

bisa dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau tes 

DNA. Hubungan perdata yang melekat pada anak hanya dalam pemenuhan 

kebutuhan anak saja, bukan dalam hal wali, waris dan nasab sebab secara 

hukum positif pernikahan kedua orang tuanya tidak tercatatkan dan dianggap 

tidak sah. Putusan MK tersebut sama sekali tidak membahas hak anak tanpa 

perkawinan (anak zina), namun anak zina tetap mendapatkan haknya seperti 

mendapat perlindungan, pemenuhan kebutuhan dan pendidikan yang sudah 

diatur dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Putusan MK 

tersebut tidak perlu direvisi lagi, karena dianggap sudah tepat dan setiap 

keputusan yang telah ditetapkan tidak bisa dirubah lagi. Catatan penting bagi 

semua masyarakat Indonesia untuk melaksanakan hukum yang sudah 

ditetapkan di Indonesia terlebih lagi bagi pejabat negara atau aparat penegak 

hukum hendaknya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan 

menghindari segala perbuatan tercela yang bisa menimbulkan efek domino.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang 

dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.  

A.  Konsonan Tunggal 

Keterangan Huruf latin Nama Huruf Arab 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha(dengan titik di bawah) 

dan dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik  di bawah) 

ee (dengan titik di bawah) 

te (dengan ttitik  di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik dari atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

el' 

’em 

’en 

w 

ha 

tidak dilambangkan 

b 

t 
ś 

j 

ḫ 

kh 

d 

Ź 

r 

z 

s 

sy 

ş 

ḏ 

ṯ 

z 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

Alif 

Bā 

Tā 

sā 

Jim 

hā' 

khā’ 

dāl 

zāl 

rā’ 

zai 

Sin 

Syin 

Sād 

dād 

tā’ 

zā’ 

‘ain 

gain 

fā 

qāf 

kāf 

lām 

mīm 

nūn 

wāwū 

ha’ 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 ه

 ء



xii 

 

apostrof 

ye 

’ 

Y 

hamzah 

yā 

 ي

 

 

B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah  Ditulis Rangkap 

 ditulis Muta‘adiddah متعددة

 ditulis ‘iddah عدة

 

C. Ta’ Marbutah diakhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h. 

 ditulis Ḫikmah حكمة

 ditulis ‘illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti  dengan kata  sandang ’al’ serta bacaan kedua itu terpisah 

maka ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karāmah al-auliyā كرامة الأولياء

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau  dengan harakat fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 ditulis Zakāh al-fiṯri زكاة الفطر
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D. Vocal Pendek 

 Fathah ditulis A ـَ

 ditulis Fa‘ala  فعل

 Kasrah ditulis I ـِ

 ditulis Źukira  ذكر

 Dammah ditulis u ـُ

 ditulis Yaźhabu  يذهب

 

E. Vocal Panjang 

1 Fathah + Alif ditulis  Ā 

 ditulis Jāhiliyyah جاهية 

2 Fathah +ya’mati ditulis Ai 

 ditulis Tansa تنسى 

3 Kasrah + ya’mati ditulis Ī 

يمكر   ditulis Karīm 

4 Dammah+wawu mati ditulis Ū 

 ditulis Furūd فروض 

 

F. Vocal Rangkap 

1 Fathah + ya' mati ditulis Ai 

مبينك 2  ditulis Bainakum 

3 Fathah + wawu mati ditulis Au 

لقو 4  ditulis Qaul 
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G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan  

apostrof 

 ditulis A’antum أأنتم

 ditulis U‘iddat اعدت

تملئن شكر  ditulis La’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah dituis menggunakn huruf ”l”. 

 ditulis Al-Qur‘ān القرأن

 ditulis Al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti  huruf Syamsiyyah ditulis denagan mengunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 

ûl(el)nya. 

 ’ditulis As-Samā السماء

 ditulis Asy-Syams الشمس

 

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat. 

Ditulis menurut penyusunannya. 
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 ditulis Zawi al-furūd ذوى الفروض

 ditulis Ahl as-sunnah اهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pada hari Jum‟at tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi 

telah mengeluarkan putusan dalam bidang Hukum Perkawinan.
1
 Putusan 

tersebut mengabulkan sebagian dari permohonan uji materi Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan tersebut diajukan 

oleh Machica Mochtar yang menikah sirri dengan Moerdiono, mantan Menteri 

Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto. Machica Mochtar meminta agar 

anaknya dari hasil perkawinanan sirri dengan Moerdiono yang bernama 

Muhammad Iqbal Ramadhan diakui sebagai anak almarhum Moerdiono.
2
 

Machica Mochtar mengajukan uji materi terhadap dua pasal dari 

Undang-Undang Perkawinan, yaitu Pasal 2 ayat (2)  yang mengatur tentang 

pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) tentang status keperdataan anak 

diluar kawin. Menurut Machica Pasal  2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta 

menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Sehingga Pasal  2 ayat (2) 

                                                           
1
 Putusan Mahkamah Konstitisi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 tentang  Status Anak 

diluar Perkawinan.  

2 http://dayatfsh.blogspot.com/2012/02/anak-di-luar-nikah-pasca-putusan.html. 

Diakses 24 Februari 2012.  

http://dayatfsh.blogspot.com/2012/02/anak-di-luar-nikah-pasca-putusan.html


2 
 

dan pasal 43 ayat (1) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat 

(1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3
 

Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusanya mengabulkan sebagian 

dari permohonan pemohon. Pasal yang dikabulkan adalah Pasal 43 ayat (1) UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”,
4
 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 

Dengan putusan ini maka anak hasil perkawinan siri ataupun di luar 

perkawinan berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, 

antara lain biaya hidup, akte lahir, perwalian, hingga warisan. Selanjutnya 

untuk Pasal lain yang diajukan pemohon tidak dikabulkan atau ditolak 

selebihnya.
5
 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang  perkawinan  

5
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang  Status Anak di 

Luar Perkawinan. 
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Putusan MK tersebut menuai banyak kontroversi di kalangan 

masyarakat, karena putusan tersebut dianggap masih mengadung multi tafsir 

mengenai maksud anak di luar perkawinan dan maksud hubungan perdata yang 

akan melekat pada anak di luar perkawinan. 

Pihak yang pro atau setuju datang dari kalangan Komisi Nasional Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Menurut Ketua 

Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, Kunthi 

Tridewiyanti, menilai bahwa putusan MK tersebut sangat tepat dan dapat 

dijadikan sebagai terobosan hukum baru terhadap kejelasan status anak dan 

melindungi hak-hak konstitusional anak.
6
 Sehingga bagi ayah biologis harus 

tetap bertanggung jawab terhadap anaknya. 

Pihak yang kontra atau tidak setuju dengan putusan tersebut 

kebanyakan datang dari ibu-ibu yang berstatus sebagai istri sah. Mereka 

menilai putusan MK tersebut hanya mementingkan pengakuan hubungan anak 

terhadap ayah biologis sehingga ahirnya dapat melegalkan perkawinan sirri, 

kumpul kebo dan perzinahan.  

Putusan MK tersebut dinilai dapat mengancap kelangsungan lembaga 

perkawinan seperti KUA Pengadilan Agama yang mengurusi masalah perdata. 

Karena anak yang lahir diluar perkawinan mendapatkan hubungan perdata 

dengan ayah biologisnya dengan ketentuan adanya bukti-bukti yang otentik 

seperti tes DNA. Maka kemudian timpul pengetian bahwa tanpa menikah 

dengan sah, tanpa dicatatkan di KUA atau di isbatkan di Pengadilan agama 

                                                           
6
 http://www.republika.co.id/. Diakses  5 Maret 2012. 

http://www.republika.co.id/
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anak akan tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak luar 

kawin dalam BW dan KUH Perdata bisa mendapat bagian waris melalui proses 

pengakuan yang ditetapkan oleh pengadilan.  

Lembaga perkawinan seperti Pengadilan Agama dianggap tidak 

penting lagi terkait pasca dikeluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

46/ PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar Perkawinan. Padahal Pengadilan 

Agama adalah lembaga yang sangat penting dalam masalah hukum perdata.  

Berangkat dari permasalahan pro dan kontra terhadap putusan MK 

yang  masih mengandung multi tafsir tersebut. Maka, penulis sangat tertarik 

untuk meneliti pandangan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang 

perannya sangat penting di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masalah 

Hukum Perkawinan. Adapun judul yang akan penulis teliti adalah “Pandangan 

Para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai pro dan kontra terhadap 

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di 

Luar Perkawinan”. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, agar 

pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penyusun 

merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu: 

1. Bagaimana pandangan para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

mengenai pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ 

PUU-VIII/ 2010 tentang status anak di luar perkawinan ? 
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2. Apa maksud anak di luar perkawinan dan hubungan perdata yang akan 

melekat pada anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 

2010  ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjelaskan pandangan para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

terhadap kelompok yang pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang status anak di luar perkawinan 

2. Mengetahui maksud anak di luar perkawinan dan hubungan perdata yang 

akan melekat pada anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-

VIII/ 2010 

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan sumbangan hasanah keilmuan Hukum Islam, terutama 

mengenai pandangan para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap 

kelompok yang pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/ PUU-VIII/ 2010 tentang status anak di luar perkawinan 

2. Memberi sumbangan hasanah keilmuan terkait seputar Hukum Keluarga 

mengenai masalah status anak di luar perkawinan. 
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D. Telaah Pustaka 

Langkah awal yang dilakukan penulis untuk mendukung dalam 

penulisan skripsi ini seperti yang telah di kemukakan dalam latar belakang 

masalah, pokok permasalahan, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu, 

yaitu menelusuri pustaka dan karya-karya ilmiah yang ada kaitanya terhadap  

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Status Anak di 

Luar Perkawinan. 

Beberapa karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang juga membahas 

tentang status anak yaitu pertama: Karya Khurul Anam yang berjudul “Status 

anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010 Perspektif 

Hukum Islam”. Skripsi ini lebih menjelaskan status anak di luar nikah dalam 

perspektif hukum islam, sehingga kurang dijelaskan secara rinci status anak di 

luar perkawinan perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
7
 Berbeda 

dengan skripsi saya, karena pandangan para hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta mengenai pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan ini akan saya 

analisis tidak hanya menurut hukum Islam tetapi juga dengan menggunakan 

Hukum positif. Sehingga status anak di luar perkawinan dapat diketahui secara 

Agama dan Hukum Positif serta maksud anak diluar perkawinan dan hubungan 

perdata yang akan diperoleh anak menjadi jelas. 

                                                           
7
 Khurul Anam, “Status anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-

VIII/2010 Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2012). 
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Kedua: karya Kudrat Abdillah yang berjudul “ Pandangan Tokoh-

Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Status Anak di Luar 

Nikah”. Skripsi ini menjelaskan para tokoh NU sepakat bahwa secara umum 

yang dimaksud dalam putusan MK tersebut adalah perkawinan di luar nikah 

(dalam pengertian hukum positif Indonesia) akan tetapi sudah melakukan 

pernikahan yang sah secara agama atau pernikahan sirri. Apabila yang 

dimaksud putusan MK tersebut dalam arti perzinahan, jelas itu sangat 

bertentangan dengan agama. Putusan MK tersebut hanya membahas dan 

memutus tentang hubungan keperdataan saja, bukan tentang hubungan nasab, 

warisan dan wali nikah.
8
 

Ketiga : karya D.Y.Wiyanto yang berjudul “Hukum Keluarga (Hak 

dan kedudukan anak luar kawin pasca dikeluarkanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi tentang Uji Materi UU Perkawinan). Skripsi ini menjelaskan 

mengenai secara jelas status anak di luar nikah menurut pandangan hukum 

islam, hukum adat, hukum perdata, dan undang-undang perkawinan sampai 

keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010 tentang 

status anak di luar nikah. Skripsi ini juga menjelaskan kaidah yang digunakan 

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara status anak diluar nikah 

                                                           
8
 Kudrat Abdillah, “Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa 

Yogyakarta Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Status 
Anak di Luar Nikah”,  Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2013). 
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beserta implikasi putusan tersebut terhadap hak dan kedudukan anak diluar 

nikah.
9
 

Keempat : karya Sukamta yang berjudul “Studi Komparatif antara 

Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat dalam menentukan status anak di luar 

nikah dan luar kawin”. Skripsi ini lebih fokus dalam menjelaskan mengenai 

status anak diluar nikah menurut hukum islam dan hukum perdata barat. 

Namun skripsi ini belum menjelaskan status anak di luar nikah pada terkait 

implementasinya dengan relita kehidupan sosial sekarang ini seperti kasus 

yang di putus mahkamah konstitusi diatas.
10

 

Kelima: karya Ahmad Canggih Ghulam Halim yang berjudul 

“Kedudukan anak hasil pernikahan yang tidak sah menurut putusan Mahkamah 

Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan 

putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan untuk 

memberikan perlindungan terhadap anak luar nikah, perlindungan yang 

diberikam MK adalah dengan memberikan status anak luar nikah kapada ayah 

biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

contohnya dengan tes DNA dan bukti lainya untuk di putuskan di Pengadilan 

sebagai proses pengakuan. Sedangkan perlindungan yang diberikan MUI  

adalah dengan memberikan ta’zir kepada pezina yaitu berupa memberikan 

                                                           
9
 D.Y.Wiyanto, “Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin pasca 

dikeluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi UU Perkawinan)”, Skripsi 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012). 

10
 Sukamta, “Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat dalam 

menentukan status anak di luar nikah dan luar kawin”, Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997). 
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biaya hidup anak tersebut dan memberikan warisan setelah ia meninggal 

melalui wasiat wajibah. Perlindungan ini diberikan untuk melindungi anak, 

bukan untuk menahkan nasab anak kepada ayah biologisnya.
11

 

Selain karya ilmiah yang berupa skripsi, ada karya ilmiah lain yang 

berupa buku yang membahas mengenai status anak diantara sebagai berikut : 

buku karya Taufiqurrahman Syahuri dengan judul buku “Legislasi Hukum 

Perkawinan Di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan 

Mahkamah Konstitusi”. Buku ini menjelaskan mengenai analisis putusan 

nomor 46/ PUU/ VIII/2010 persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah 

biologisnya. Buku ini mejelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak 

sesuai dengan UU Perkawinan adalah resiko untuk kedua orang tua 

biologisnya, sehingga tidak ada diskriminasi perlakuan terhadap anak tersebut.  

Sehingga hak-hak anak tetap menjadi kewajian orang tua kandung atau kedua 

orang tua biologisnya. Putusan MK itu menambah ketentuan baru bahwa 

hubungan keperdataan anak di luar perkawinan yang awalnya hanya merujuk  

pada ibu yang melahirkanya saja kini berubah dengan meiliki hubungan 

keperdataan dengan ayah biologisnya juga.
12

 

M. Nurul Irfan dengan karya bukunya yang berjudul “Nasab dan 

Status Anak Dalam Hukum Islam” menjelaskan bahwa, walaupun putusan MK 

terkait masalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan mengundang banyak 

                                                           
11

 Ahmad Canggih Ghulam Halim, “Kedudukan anak hasil pernikahan yang tidak sah 

menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, Skripsi Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012). 

12
 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro Kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 200. 
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kontroversi dan polemik berkepanjangan, namun hal itu harus diakui sebagai 

gebrakan baru untuk dinamika pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia. 

Menyusul kemudan Fatwa yang dikeluarkan MUI tentang kedudukan anak 

hasil zina dan perlakuan terhadapnya dinilai sebagai fatwa yang sangat arif, 

bijak, akomodatif dan inspiratif baik untuk perkembangan Hukum Islam 

Indonesia, Hukum Keluarga dan Hukum Pidana. Fatwa ini juga bisa dijadikan 

masukan untuk pemerintah terhadap putusan MK tentang anak yang lahir di 

luar perkaawinan.
13

 

Dari sekian karya ilmiah tersebut, belum ada yang membahas 

mengenai pandangan para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap pro 

dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 

tentang status anak diluar perkawinan. Sehingga penulis tertarik untuk 

mengkaji masalah tersebut. 

E. Kerangka Teoretik 

Tujuan disyariatkanya ajaran agama islam salah satunya adalah untuk 

memelihara dan menjaga keturunan atau nasab, ulama fikih mengatakan bahwa  

nasab adalah salah satu fondasi yang kokoh dalam membina kehidupan rumah 

tangga yang bisa menggikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. Pada 

hakikatnya nasab adalah karunia besar yang Allah SWT berikan kepada 

hamban-Nya, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT surah al-Furqan 

ayat 54  yang berbunyi :  

                                                           
13

 M. Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 

2012), hlm. 270. 
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   14 وهوالذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

 Nasab mempunyai peranan yang penting dalam struktur hukum 

keluarga seperti pada permasahan hadhanah, nafkah, hukum kewarisan, dan 

masalah perwalian. Maka nasab harus senantiasa dijaga kemurnianya
.15

 Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya hubungan nasab antara anak 

dengan orang tua, baik dengan ayah atau ibu. Ulama Mazhab fikih empat 

sepakat bahwa nasab anak kepda ibu kandungya bisa disebabkan dengan 

adanya kelahiran, baik didasarkan atas pernikahan atau diluar akad 

perkawinan. Sedangkan nasab anak kepada ayah kandungnya bisa ditetapkan 

melalui tiga faktor, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan fasid, dan 

melalui hubungan badan secara syubhat. Ketiga faktor tersebut disepakati 

sebagai faktor pembentukan nasab, karena dianggap bebas dari unsur 

perzinahan sehingga tidak mengakibatkan sanksi hudud bagi pelakunya. 

Islam sangat menekankan agar setiap orang menjaga dan memelihara 

kemurnian nasab. Para ulama sepakat bahwa perzinahan bukan sebab 

timbulnya nasab karena nasab merupakan karunia dan ni‟mat, sedangkan 

perzinahan merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak berhak 

mendapatkan balasan nikmat melainkan hukuman bagi yang melakukanya. 

Alasan para ulama berdasarkan hadis sebagai berikut : 

 
                                                           

14
 Al-Furqān (25): 54 

15
 M. Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam., hlm. 268. 
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ا معمر عن خبرنأد الرزاق حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع : حدثنا عب
  قال: صلى الله عليه وسلمن رسول الله أ هريرة بيأ بي سلمة عنالزهري عن ابن المسيب أ

    16 الولد للفراش وللعاهر الحجر

Islam sangat melarang keras perzinahan, sehingga anak yang lahir 

akibat perzinaan sama sekali tidak bisa memperoleh hak nasab kepada ayah 

kandungnya. Anak zina secara yuridis selamanya tidak akan pernah 

mempunyai ayah kandung yang sah. Perkara ini telah menjadi kesepakatan 

ulama mazhab fikih manapun.
17

 

Hukum perkawinan yang berlaku di indonesia memberikan 

ketentuan mengenai perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 

tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu isi Undang-undang tersebut 

mengatur ketentuan anak diluar perkawinan pada pasal 43 ayat (1) yang 

berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “.  

Seiring berjalanya waktu, sesuai dengan realita dalam kehidupan 

nyata banyak terdapat anak yang lahir di luar perkawinan. Maksud luar 

perkawinan disini mengadung dua pengertian, pertama: anak yang dibuahi dan 

lahir dari pernikahan yang tidak sah secara agama dan hukum positif Indonesia 

atau zina. Kedua: anak yang dibuahi dan lahir dari hubungan yang sah secara 

                                                           
16 Abu Husain al-Qasyairi an-naisaburi, Sahih Muslim, (Beirut : Dār ihya al turos al-

„arabi, t.t.), II: 1081, Hadis nomor 1458, “kitāb Radha”, “Bāb Al-Walad Lilfiras”. Hadis dari 

Muhammad ibn Rāfi‟ dan Abd Ibd Humaid dari Abd Ar-Rozāq dari Ma‟mar dari Zuhri dari 

Musayyab dan Abī Salamah dari Abu Hurairah. 

17
 M. Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam., hlm.  268. 
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agama, namun tidak sah dalam hukum positif Indonesia karena pernikahanya 

tidak dicatatkan atau perkawinan sirri. 

Anak dari hasil kedua perkara tersebut menurut Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. 

Pasal ini dinilai mendiskriminasikan anak yang lahir hasil perkawinan sirri dan 

hasil zina, sehingga anak tersebut hanya boleh diasuh oleh ibunya saja. Pasal 

ini bertentangan dengan pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang isinya adalah 

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“
18

. Pasal 43 ayat (1) 

UU Perkawinan dirasa kurang adil dan tidak tepat bagi seseorang laki-laki 

yang menjadi ayah biologis anak. Karena pasal tersebut membebaskan 

tanggung jawab ayah biologis terhadap anaknya. 

Berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, 

Mahkamah Konstitusi ahirnya mengeluarkan putusan No. 46/ PUU-VIII/2010 

tentang anak diluar perkawinan. Isi putusan tersebut menetapkan bahwa anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya. Dengan putusan ini maka anak hasil perkawinan 

sirri ataupun di luar perkawinan (zina) berhak mendapatkan hak-hak 

                                                           
18

 Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
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keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biaya hidup, akte lahir, 

perwalian, hingga warisan. 

Menurut Mahkamah Konstitusi, tidak tepat dan tidak adil suatu hukum 

jika anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 

ibunya saya. Sehingga tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan 

laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan dan 

kelahiran lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. 

Putusan MK tersebut menuai banyak kontroversi dimasyarakat. Ada 

yang menyetujui putusan tersebut dengan alasan putusan tersebut sangat tepat 

untuk melindungi hak-hak seorang anak, namun ada pihak yang tidak setuju 

dengan alasan putusan tersebut dianggap melegalkan perkawinan sirri, zina 

dan kumpul kebo. 

Untuk menyelesaikan polemik tersebut, didalam islam dikenal dengan 

3 tingkatan maslahah. Pertama: maslahah ad-Darriyyah artinya perkara-

perkara yang bila ditinggalkan akan merusak kehidupan, menimbulkan 

kerusakan dan kehancuran yang meliputi lima perkara yang karus dijaga 

kemurnianya yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua: maslahah 

hajjiyah yaitu perkara yang diperlukan untuk menghilangkan dan 

menghindarkan diri dari kesempitan dan kesulitan dalam hidup. Ketiga: 

maslahah tahsiniyyah yaitu perkara yang menyempurnakan harga diri, 

kemuliaan akhlak dan kebaikan adat istiadat yang sekiranya tidak ada tidak 

akan merusak tatanan hidup dan tidak akan menjatuhkan manusia dalam 
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kesempitan dan kesulitan, tapi kehidupan akan sunyi dari kemuliaan dan 

kesempurnaan.
19

 

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disebutkan, untuk menjawab 

persoalan pro dan kontra terhadap putusan MK tentang anak diluar perkawinan 

tetap menggunakan ketiga maslahah tersebut sesuai dengan kaidah usul fikih 

yang berbunyi :  

20د رء المفاسد اولى من جلب المصالح
 

Maksud dari kaidah tersebut, bila suatu perkara mengandung mafsadat 

dan maslahah, maka harus dihilangkan perkara yang dapat menimbulkan 

mafsadat. Berkaitan dengan polemik pro dan kontra terhadap putusan MK 

tentang anak di luar perkawinan. Maka yang jadi fokus adalah maslahah dari 

putusan  Mahkamah tersebut untuk semua orang. 

F. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian membutuhkan metode penelitian agar kegiatan 

penelitian dapat  terlaksana secara terarah, sehingga menghasilkan data yang 

maksimal, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

                                                           
19

 Nasrun Haroen, Usul Fiqih, cet. Ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 

115-116.  

20
 K.H Humam Bajuri, Qawāid al-Fiqhiyyah min al-Asybāh wa an-Nadzāir, alih 

bahasa Purwanto, (Yogyakarta: Madeena Press Ali Maksum, 2008), hlm. 45. 
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Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field 

Research). Data primer pada penelitian ini adalah pandangan para Hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai pro dan kontra terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang status anak di luar 

perkawinan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kalangan hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta yang terletak di jalan ibda tut harsono No.53 Yogyakarta. 

Pertimbangan penulis dalam memilih lokasi hakim di Pengadilan Agama 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

a. Para hakim di Yogyakarta memiliki riwayat pendidikan di perkuliahan 

sehingga menguasai ilmu hukum, baik masalah hukum perdata, hukum 

pidana, dan hukum islam. Sehingga penulis merasa para hakim di 

Pengadilan Agama Yogyakarta lebih mengetahui dan mendalami 

mengenai ketentuan perkara status anak di luar perkawinan baik menurut 

hukum islam dan hukum perdata packa dikeluarkanya putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang status anak diluar 

perkawinan. 

b. Para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki pengalaman 

banyak dalam memutuskan perkara yang mana putusan perkara perdata 

tersebut atas pertimbangan kemaslahatan pihak yang berperkara, 

sehingga ilmu hukum yang dimiliki tidak hanya bersifat materil saja. 

Bahkan sudah banyak ilmu hukum dipraktekan dalam memutuskan 
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permasalahan perdata dengan memadukan pada perkembangan zaman 

sekarang ini tanpa menghilangkan kaidah hukum islam dan hukum 

positif. 

c. Para Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta belum pernah menjadi 

subjek bahan kajian Ilmiah yang temanya akan penulis teliti sekarang ini. 

3. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif 

Analitik, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang di kaji dalam 

tampilan data yang lebih bermakna agar dapat dipahami sekaligus bisa 

dianalisis.
21

 Penulis menyajikan data berdasarkan dari hasil wawancara 

terhadap para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai pro dan 

kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 

tentang status anak di luar perkawinan, kemudian pendapat tersebut 

dianalisis dengan memadukan antara teori dengan praktik dilapangan untuk 

menjawab pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis disini adalah 

penyusun menjelaskan dahulu tentang sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pandangan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta 

mengenai pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ 

PUU-VIII/ 2010 tentang status anak diluar perkawinan. Adapun sumber 

datanya dikelompokan menjadi 2 yaitu: 

                                                           
21

 Nana Sudhana, Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-

Disertasi, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 77. 
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a. Sumber Primer 

Sumber primer diperoleh dengan cara Interview (Wawancara). 

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan 

antara pewawancara (interviewer) dengan responden atau orang yang 

diinterview (interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti.
22

 Jenis wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur (Structured Interview), pengertianya adalah 

wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah 

disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.
23

  

Wawancara ini dilakukan dengan cara penyusun menyiapkan 

sederatan pertanyaan yang akan diajukan kepada para hakim di 

Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai pro dan kontra terhadap 

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang status 

anak di luar perkawinan, selain membawa instrumen sebagai pedoman 

untuk wawancara penulis juga membawa alat bantu seperti buku tulis 

untuk mencatat hasil wawancara. Cara ini bertujuan agar pertanyaan 

dapat terstruktur dengan rapi dan dapat didokumentasikan hasilnya.  

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul, yaitu sumber penunjang yang 

berupa buku dan karya ilmiah sebagai berikut: 

                                                           
22 Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 40.  

23 Ibid.,  hlm. 42. 
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1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 

2) Al-Qur‟an beserta kitab-kitab tafsir, Hadits, Ushul Fiqih dan Fiqih 

yang membahas tentang Aborsi. 

3) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

4) KUHPerdata 

5) UUD tahun 1945 

6) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

7) Buku lain yang berkaitan dengan status anak di luar nikah. 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan 

memahami dan meneliti pandangan para hakim di Pengadilan Agama 

Yogyakarta mengenai pro dan kontra terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar 

perkawinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan status anak di luar nikah serta pada ayat al-Qur‟an, 

hadis, usul fikih, fikih yang disesuaikan untuk kemaslahatan umat. 

6. Analisis Data 

Analisis data
24

 yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Deskriptif Kualitatif, artinya penyusun mengumpulkan data 

                                                           
24

 Analisis data adalah proses memahami dan menyusun kesimpulan dari sumber yang 

didapat baik melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan 

dengan tema yang sedang diteliti. Sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan yang 

kemudian kesimpulan tersebut dapat di informasikan kepada orang lain sebagai Ilmu 

pengetahuan baru.  
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berdasarkan hasil wawancara dengan pandangan para hakim di Pengadilan 

Agama Yogyakarta mengenai pro dan kontra terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar 

perkawinan. Setelah data terkumpul kemudian disusun dan di analisis guna 

mendapatkan kesimpulan yang logis dari permasalahan yang di bahas. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pamahaman skripsi ini, 

penulis mencoba menyusun data secara terarah dan sistematis. Maka, 

pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab Pertama, pendahuluan yang penjelaskan arah dan tujuan yang 

akan dicapai dalam penulisan skripsi ini. Bab ini memuat tentang latar 

belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai arah 

penelitian ini. 

Bab kedua akan menjelaskan secara umum status dan hak anak dalam 

Hukum Islam dan Hukum Undang-undang di Indonesia, macam-macam anak 

di luar perkawinan, dasar Hukum MK dalam mengeluarkan putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan, dan kelompok yang 

pro dan kontra terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status 

anak di luar perkawinan. 
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Bab ketiga akan menjelaskan mengenai gambaran umum profil 

Pengaadilan Agama Yogyakarta dan pandangan para hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta mengenai pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan. 

Bab keempat, penyusun akan menganalisis tentang pandangan para 

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai pro dan kontra terhadap 

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang status anak di 

luar perkawinan, maksud kata anak di luar perkawinan dan maksud hubungan 

perdata yang akan melekat pada anak. 

 Bab kelima, yaitu sebagai bab terahir dari pembahasan skripsi ini 

dimana didalamnya berisi kesimpulan dari pokok permasalahan yang di teliti. 

Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan dan untuk memberikan hazanah keilmuan baru dalam bidang 

Hukum Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok permasalahan yang fokus menjadi pembahasan, 

kemudian penjelasan yang sudah dikemukakan. Maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Menurut Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pro dan kontra yang terjadi 

di masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 

2010 tentang status anak di luar perkawinan adalah hal yang wajar terjadi 

karena pada umumnya setiap ada putusan pasti ada pihak yang setuju dan 

tidak. Perkara tersebut sah-sah saja dan harus dihargai karena alasan mereka 

dilandasi argumen yang jelas. Kita tidak perlu memihak yang pro atau 

kontra, karena bila terus diperdebatkan tidak akan menemukan titik terang. 

Namun yang perlu diluruskan adalah makna anak di luar perkawinan dan 

maksud hubungan perdata. 

2. Makna kata anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat perkawinan sirri, bukan anak hasil tanpa perkawinan (zina), 

sehingga secara agama dan hukum perundang-undangan di Indonesia anak 

tersebut bisa mendapatkkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya 

dengan terlebih dahulu melakukan itsbat perkawinan kedua orang tuanya 

dan pengesahan anak. Namun bila ayah biologis mengingkari keabsahan 
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anak tersebut, maka untuk membuktikannya dilakukan tes DNA 

sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ 

PUU-VIII/ 2010. Putusan MK tersebut menjadikan anak di luar perkawinan 

(perkawinan sirri) yang diingkari ayah biologis mendapatkan hubungan 

perdata dengan ayahnya, namun hanya sebatas biaya hidup bukan dalam hal 

wali dan waris, sebab perkawinan kedua orang tuanya belum diitsbatkan. 

Tapi putusan tersebut jangan serta merta diartikan sebagai “pengesahan 

anak” dan melegalkan perkawinan sirri. Sedangkan anak hasil tanpa 

perkawinan/ zina selamanya tidak bisa menjadi anak sah dan tidak memiliki 

hubungan perdata dari ayah biologis. Namun bukan berarti hak-hak anak 

tersebut ditelantarkan, sebab negara sudah melindungi hak-haknya dalam 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 

B. Saran-Saran 

1. Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa kajian mengenai putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar 

perkawinan. Skripsi ini dibuat dengan memadukan teori dengan fakta yang 

terjadi di masyarakat mengenai pro-dan kontra terhadap putusan MK perihal 

maksud anak di luar perkawinan dan hubungan perdata anak. Teori hukum 

yang dijadikan pedoman adalah hukum islam dan hukum positif  dengan 

pandangan para hakim pengadilan Agama Yogyakarta.  Semoga skripsi ini 

bisa menambah ilmu pengetahuan baru bagi semua orang dalam memaknai 

maksud anak yang lahir di luar perkawinan. 
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2. Pesan penting yang perlu didilakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia 

adalah : 

a. Memahami betul makna suatu putusan berdasarkan asbabun nuzul 

dikeluarkanya putusan tersebut.  

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010. tidak perlu 

direvisi lagi, karena setiap keputusan yang telah ditetapkan tidak bisa 

dirubah lagi. 

c. menjalankan semua ketentuan hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia 

tanpa terkecuali, baik masyarakat biasa atau pejabat Negara. Terlebih lagi 

pagi para pejabat negara/ penegak hukum hendaknya memberikan contoh 

yang baik. 

3. Bagi seluruh masyarakat indonesia, baik yang sudah menikah atau belum 

menikah, baik pejabat atau bukan pejabat hendaknya mamatuhi hukum yang 

sudah ditetapkan di Indonesia. Jangan melakukan perbutan tercela demi 

melegalkan hukum, karena pada dasarnya tindakan yang kita perbuat 

memiliki efek domino bagi keluarga kita. Tindakan baik akan memberikan 

efek baik bagi kelurga kita dan sebaliknya. 
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FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor:  11 Tahun 2012 

Tentang 

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA 

 

 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah : 

MENIMBANG : a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak 

membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;  

  b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali 

terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak 

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta 

seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan 

terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan 

kepada ibu; 

  c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan 

pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan 

memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan 

kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan 

MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya  mengatur 

kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya; 

  d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari 

masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama 

terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah 

dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan 

kelahirannya menurut hukum Islam; 

  e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa 

tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya 

guna dijadikan pedoman. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain : 

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia 

jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan 

adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54). 
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b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal 

yang mendekatkan ke zina, antara lain: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk 

“ (QS. Al-Isra : 32). 

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain 

beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan 

tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, 

niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan 

dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan 

kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan: 

68 – 69) 

c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya 

kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain: 

 
“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah 

perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).  

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi 

Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 

maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu 

seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5). 

 
“.... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 

(menantu) “ (QS. Al-Nisa: 23). 

d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak 

memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina 

tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya: 

  
Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan 

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang 

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain526. 

Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan 

diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. 

Al-An’am : 164) 
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“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 

lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia 

memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 

Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan 

dalam (dada)mu. (QS. Al-Zumar: 7) 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain: 

 a. hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada 

pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy), 

sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain: 

Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash 

dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas 

Sa’d berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara 

saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya 

bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd 

ibn Zum’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai 

Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasy) ayahku dari 

ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan 

beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu 

Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zum’ah.  

Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan 

yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) 

batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah. 

Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. 

(HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

 
“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia 

berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si 

fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa 

jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada 

pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa 
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jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari 

perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah  

batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud) 

 

b. hadis yang menerangkan bahwa anak hazil zina 

dinasabkan kepada ibunya, antara lain: 

 
Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga 

ibunya ...” (HR. Abu Dawud) 

 c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan 

antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan 

kelahirannya, antara lain: 

 “Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa 

Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai 

perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya 

adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. 

(HR. Al-Turmudzi) 

 

d. hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain: 

   

  

 

Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama  Ruwaifi’ 

ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah 

Maghrib, lantas ia berpidato: “Wahai manusia, saya 

sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah saw 

pada saat perang Hunain seraya berliau bersabda: 

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah 

dan Rasul-Nya menyiram air (mani)nya ke tanaman orang 

lain (berzina)’ (HR Ahmad dan Abu Dawud) 

 

e. hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia 

itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain: 
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Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap 

anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang 

menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-

Bukhari dan Muslim) 

3. Ijma’ Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil 

Barr dalam “al-Tamhid” (8/183) apabila ada seseorang berzina 

dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan 

anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang 

menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, 

dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

  Umat telah ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar 

hadis Nabi saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang 

terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada 

ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut 

dengan li’an, maka hukumnya hukum li’an.  

 Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-

Mughni (9/123) sebagai berikut:  

 
 Para Ulama bersepakat (ijma’) atas anak yang lahir dari ibu, 

dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi 

ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.  

4. Atsar Shahabat, Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab ra berwasiat 

untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, 

sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan’ani dalam “al-

Mushannaf” Bab ‘Itq walad al-zina” hadits nomor 13871. 

5. Qaidah Sadd al-Dzari’ah, dengan menutup peluang sekecil 

apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya. 

6. Qaidah ushuliyyah : 

“Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut 

adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”

“Tidak ada ijtihad di hadapan nash” 

7. Qaidah fiqhiyyah : 
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“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan 

dituju “ 

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat 

mungkin”. 

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan 

bahaya yang lain.” 

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan 

maslahat. 

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk 

menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas).” 

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling 

bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar 

dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko 

bahayanya lebih kecil." 

 
“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan 

pada kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN :  1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, 

Syafi’iyyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip 

penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan 

yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada 

akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina 

dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang 

menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan 

berikut: 

a. Ibn Hajar al-‘Asqalani: 

“” 

”

““”
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” 
Diriwayatkan dari Imam Syafe’i dua pengertian tentang makna 

dari hadits “ Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami “ .   

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia 

tidak menafikan/mengingkarinya.  Apabila pemilik kasur/suami 

menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur 

yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti  melakukan 

Li’an, maka anak tersebut dinyatakan bukan  sebagai anaknya. 

Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara 

pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak 

wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik 

kasur/suami. 

Adapun maksud dari “ Bagi Pezina adalah Batu “ bahwa laki-

laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari 

kata Al-‘AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf 

‘ain dan ha’) adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata 

tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada 

malam hari. 

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah 

bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab 

atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata 

keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang 

menyatakan “Baginya ada batu” atau : Di mulutnya ada batu” 

buat orang yang telah berputus asa dari harapan. 

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini 

adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa 

pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya 

diperuntukkan buat pezina yang muhshan (sudah menikah).  Di 

sisi yang lain, hadits ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan 

hokum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak 

anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki 

menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai 

dengan redaksi hadits tersebut, karena dapat menyatakan 

secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak 

anak) mencakup seluruh kelompok pezina (muhshan atau 

bukan muhshan). 

b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “I’anatu al-

Thalibin” juz 2 halaman 128 sebagai berikut: 

 
Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya 

dinasabkan kepada ibunya. 

c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10 

halaman 323 sebagai berikut : 

 
Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan 

kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada 

lelaki. 
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 2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam  kitab “al-Bahr al-Raiq 

Syarh Kanz ad-Daqaiq”: 

Anak hasil zina dan li’an hanya mendapatkan hak waris dari 

pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah 

terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak 

bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, 

maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan 

seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula 

dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia 

mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain. 

 3.  Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “Radd al-Muhtar ‘ala 

al-Durr al-Mukhtar” (Hasyiyah Ibn ‘Abidin) sebagai berikut : 

 
Anak hasil zina dan li’an hanya mendapatkan hak waris dari 

pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang 

menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah 

memiliki bapak. 

 4.   Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “al-Fatawa al-Kubra” : 

Para ulama berbeda pendapat terkait istilhaq (penisbatan) 

anak hasil zina apabila si wanita tidak memiki pemilik 

kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita).  Diriwatkan 

dalam hadits bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak 

wanita Zam’ah ibn Aswad kepadanya (Zam’ah), padahal yang 

menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi 

Waqqosh. Sementara itu, Sa’ad menyatakan :  anak dari budak 

wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku 
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(kata Sa’ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku 

sendiri”.  Abd ibn Zam’ah membantah dengan berkata : “anak 

itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia 

dilahirkan di atas ranjang ayahku”. Rasulullah SAW bersabda:  

“anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam’ah, anak itu 

menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu”, 

kemudian Rasulullah bersabda : “Berhijablah engkau wahai 

Saudah (Saudah binti Zam’ah – Istri Rasulullah SAW)”, 

karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, 

maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti 

Zam’ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai 

mahram. 

 5.  Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul “Ahkam al-Aulad 

al-Natijin ‘an al-Zina” yang disampaikan pada Daurah ke-20 

Majma’ Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 

yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-

laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan 

kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana 

disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” 

(8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan 

kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari 

ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak 

tersebut melalui li’an. Sementara, jika ia berzina dengan 

perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan 

seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, 

anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada 

pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena 

penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong 

terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk 

menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (sadd al-

dzari’ah) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku 

munkarat.  

 5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang 

Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 

8, dan 10 Maret 2011.  

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN 

PERLAKUAN TERHADAPNYA 

  

Pertama      :   Ketentuan Umum 

  Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan : 

1.   Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari 

hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut 

ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana 

kejahatan). 

2.    Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk 

dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash 

3.    Ta’zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk 

dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang 

berwenang menetapkan hukuman) 

4.    Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang 

mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak 
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zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina 

sepeninggalnya. 

 

Kedua :   Ketentuan Hukum 

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali 

nikah,  waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan 

kelahirannya. 

2. Anak hasil zina  hanya mempunyai hubungan nasab, waris, 

dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.  

3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang 

dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.  

4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, 

untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-

nasl). 

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada 

lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan 

mewajibkannya untuk : 

a.  mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; 

b.  memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat 

wajibah. 

6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan 

melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab 

antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan 

kelahirannya. 

 

Ketiga : Rekomendasi 

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun 

peraturan perundang-undangan yang mengatur: 

a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat 

berfungsi sebagai zawajir dan mawani’ (membuat pelaku 

menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi 

takut untuk melakukannya);  

b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik 

aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai 

martabat luhur manusia. 

2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai 

dengan penegakan hukum yang keras dan tegas. 

3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah 

terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan 

hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan 

akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak 

menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan 

kelahirannya. 

5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak 

mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya 

sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina 

kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan 

ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk 

diskriminasi. 
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Keempat : Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan 

diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.  

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat 

mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk 

menyebarluaskan fatwa ini. 

 

Ditetapkan di :   Jakarta 

Pada tanggal :   18 Rabi’ul Akhir    1433 H 

  10 M a r e t             2012M 

 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

 Ketua        Sekretaris  
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Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu 

Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan 

musaharoh dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa (Al-Furqon 

(25): 54) 

 

Diceritakan kepadaku, Muhammad ibn Rāfi’ dan Abd Ibd 

Humaid, Ibn Rāfi’ berkata: telah menceritakan kepada 

kami  Abd Ar-Rozāq, telah menceritakan kepada kami 

dari Ma’mar dari Zuhri dari Musayyab dan Abī Salamah 

dari Abu Hurairah, sesungguhnya rosulullah SAW 

bersabda: anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi 

yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak 

mendapatkan batu hukuman. (HR. Muslim). 

Mencegah Mafsadah (Kerusakan) lebih utama daripada 

mengambil kemaslahatan 

BAB II 

4. 
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Diceritakan kepadaku, Muhammad ibn Rāfi’ dan Abd Ibd 

Humaid, Ibn Rāfi’ berkata: telah menceritakan kepada 

kami  Abd Ar-Rozāq, telah menceritakan kepada kami 

dari Ma’mar dari Zuhri dari Musayyab dan Abī Salamah 

dari Abu Hurairah, sesungguhnya rosulullah SAW 

bersabda: anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi 

yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak 

mendapatkan batu hukuman. (HR. Muslim). 

 

Kemudian jika dia menceraikanya (setelah talak yang 

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya 

sebelum dia menikah lagi baginya sebelum dia menikah 

dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain 

itu menceraikanya, maka tidak ada dosa lagi bagi 

keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah 

kembali jika keduanya berpendapat akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-

ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-

orang yang berpengetahuan. 

 

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-

anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang 

perempuan, saudara-saudara-saudara ayahmu yang 
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perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, 

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-

laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara-

saudara perempuanmu ibu-ibu istrimu (mertua).  (An-nisā 

(4) : 23) 

 

Dan seseorang tidak akan memikul memikul beban Dosa 

orang lain. (Al-An’ām (6): 164). 

 

Dari Abu Hurarirah ra. Berkata, Rasulullah SAW 

bersabda: setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah 

(suci) sehingga adalah kedua orangtuanya yang membuat 

ia beragama yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR Ahmad, 

Ad-Darimi, An-Nasa’i, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, Ath-

Thabrani, Al-Hakim, Abu Na’im, dan Al-Baihaqi) 

 

Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin (Al- 

An’ām (6) :151) 

 

Harta dan anak-anakmu adalah perhiasan kehidupan 

Dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menetus adalah 

lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik 

untuk menjadi harapan.  (Al-Kāhfi (18) : 46) 

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengam (memaka) 

nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, 

dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka 

(panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama 

dan maula-maulamu.  ( Al-Ăhzāb (33) :5) 

Dan kami cegah dia (Musa) menyusu kepada perempuan-

perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu, maka 

berkatalah dia (saudaramya musa), “maukah aku tunjukan 

kepadamu dan mereka dapat berlaku baik padanya?” (Al-

Qāsās (28): 12). 
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Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu 

Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan 

musaharoh. (Al-Furqon (25): 54) 

 

Diceritakan kepadaku, Muhammad ibn Rāfi’ dan Abd Ibd 

Humaid, Ibn Rāfi’ berkata: telah menceritakan kepada 

kami  Abd Ar-Rozāq, telah menceritakan kepada kami 

dari Ma’mar dari Zuhri dari Musayyab dan Abī Salamah 
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dari Abu Hurairah, sesungguhnya rosulullah SAW 

bersabda: anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi 

yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak 

mendapatkan batu hukuman. (HR. Muslim). 
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Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah dari 

masing-masing keduanya seratus kali, janganlah rasa 

belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 

(menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman 

kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian 

orang-orang yang beriman. An-Nur (24): 2 

 

Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang 

bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul 

memikul beban Dosa orang lain.Al-An’ām (6): 164. 

 

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh 

suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra’ 

(17) : 32 

 

Ahmad bin mani’ telah menceritakan kepada kami, Yazid 

bin Harun memberitahukan kepada kami, Isa bin Maimun 

memberitahukan kepada kami dari Qasim bin 

Muhammad dari Aisyah berkata : “ Rasulullah SAW 

bersabda : “ Ramaikanlah pernikahan, laksanakanlah 

pernikahan itu di masjid-masjid dan pukullah untuknya 

rebana (terbang)”. Didalam bab ini hadis ini adalah 

gharib. Isa bin Maimun Al-anshari dianggap lemah 

didalam hadis ini. Isa bin Maimun yang meriwayatkan 

dari ibnu Najih yang mempunyi tafsir adalah Tsiqah. 

 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskanya (al-Baqarah (2): 282 
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vii 
 

 

1. Apa Jabatan Bapak/ Ibu di Pengadilan Agama Yogyakarta ? 

2.  Berapa tahun Bapak/ ibu menjadi seorang Hakim ? 

3. Apa Landasan Hukum yang dijadikan acuan Bapak/ Ibu dalam 

memutuskan suatu perkara di Persidangan ? 

4. Bagaimana cara Bapak/ Ibu hakim menyelesaikan perkara bila ada 

seorang anak di luar nikah meminta pengesahan statusnya sebagai anak 

sah di Pengadilan Agama sebelum adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/ 2010? 

5. Apakah Bapak/ Ibu hakim setuju dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 mengenai status anak di luar nikah ? mohon 

disertai argumen dan landasan hukumnya.! 

6. Apa maksud kata “anak di luar nikah” yang terdapat dalam putusan MK 

menurut bapak/ ibu hakim ? 

7.  Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu hakim terhadap kelompok yang pro/ 

setuju dengan putusan MK No. 46/ PUU-VIII/ 2010 mengenai status anak 

di luar nikah ? 

8 Apakah Bapak/ Ibu Hakim setuju dengan alasan pihak yang pro/ kontra 

dengan putusan MK tersebut ?  

9. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu hakim terhadap kelompok yang konta/ 

tidak setuju dengan putusan MK No. 46/ PUU-VIII/ 2010 mengenai status 

anak di luar nikah ? 

10. Apakah Bapak/ Ibu Hakim setuju dengan alasan pihak yang kontra/ tidak 

setuju dengan putusan MK tersebut ? mohon disertai argumen 

11. Apa solusi yang menurut bapak/ ibu hakim dapat menyelesaikan polemik 

pihak yang pro dan kontra mengenai putusan MK yang masih 

mengandung multi tafsir ? apakah perlu direvisi putusan MK ? 
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1. Dra. Hj. Maria Ulfah, MH 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apa Jabatan Bapak/ Ibu di Pengadilan 

Agama Yogyakarta ? 

Hakim 

2.  Berapa tahun Bapak/ ibu menjadi 

seorang Hakim ? 

 

35 tahun yaitu sejak tahun 1980- 

2015 sekarang ini 

3. Apa Landasan Hukum yang dijadikan 

acuan Bapak/ Ibu dalam memutuskan 

suatu perkara di Persidangan ? 

Al-Qur’an, Hadits, KHI, UU no.1 

tahun 1974, UUD 1945 dan UU 

Yurisprudensi 

4. Bagaimana cara Bapak/ Ibu hakim 

menyelesaikan perkara bila ada 

seorang anak di luar nikah meminta 

pengesahan statusnya sebagai anak sah 

di Pengadilan Agama sebelum adanya 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 

2010 ? 

1. Bila ada bukti yang akurat 

mengenai sahnya 

perkawinan kedua orang tua 

biologis. Seperti adanya 

penghulu, saksi, wali, 

tanggal dan tempat 

pernikahan. Maka anak 

tersebut bisa memperoleh 

pengesahan sebagai anak 

yang sah dengan syarat 

pernikahan kedua orang 

tuanya harus di isbatkan 

terlebih dahulu di 

Pengadilan Agama. 

Sehingga selain 

hubunganperdata yang 

diperoleh, anak tersebut 

juga akan mendapatkan hak 

nasab, perwalian, nafkah, 

dan waris dari ayah 

biologisnya. 

2. Bila perkawinan ke-2 orang 

tuanya tidak bisa dibuktikan 

dengan kuat, maka anak 

tersebut dinyatkan sebagai 

anak diluar nikah (anak 

zina), sehingga dia hanya 

memperoleh hubungan 

perdata, hubungan nasab, 

nafkah,  dan waris dengan 

ibu dan keluarga ibunya 

saja. 

5. Apakah Bapak/ Ibu hakim setuju 1. Kurang setuju, dengan 
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dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 mengenai 

status anak di luar nikah ? mohon 

disertai argumen dan landasan 

hukumnya.! 

 

alasan untuk lebih berhati-

hati dalam masalah 

menjaga nasab karena 

nasab adalah karunia yang 

diberikan Alllah SWT dan 

harus benar-benar dijaga 

kemurnianya. Selain itu 

juga untuk menjaga 

keabsahan pernikahan 

menurut hukum positif di 

indonesia. Sehingga 

Pernikahan harus sah 

menurut agama dan hukum 

positif agak kelak mendapat 

perlindungan Hukum. Maka 

baik nikah sirri, zina, 

kumpul kebo dilarang dan 

tidak ada celah sedikitpun 

untuk melakukanya. 

Ketidak setujuan ini juga 

demi melindungi nasib anak 

dan perempuan. Karena 

yang banyak menanggung 

kerugian dalam hal ini 

adalah anak dan 

perempuan. 

2. Lebih setuju dengan Fatwa 

MUI tentang status anak 

diluar nikah. Yang mana 

bagi pelaku dikenai 

hukuman yaitu membiayai 

biaya hidup anaknya. 

Namun anak tersebut 

selamanya tidaka bisa  

mendapatkan nasab, waris 

dan perwalian ayah 

biologisnya. Ketentuan ini 

agar Pelaku jera dalam 

melakukan perzinahan. 

6. Apa maksud kata “anak di luar nikah” 

yang terdapat dalam putusan MK 

menurut bapak/ ibu hakim ? 

1. Anak hasil hubungan diluar 

pernikahan yang sah (anak 

zina) 

2. Anak Li’an 

7.  Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu 

hakim terhadap kelompok yang pro/ 

setuju dengan putusan MK No. 46/ 

1. Jika hanya menyangkut 

masalah perdata anak, maka 

setuju-setuju saja. Karena 
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PUU-VIII/ 2010 mengenai status anak 

di luar nikah ? 

demi kesejahteraan hidup 

anak. 

2. Untuk masalah wali, nasab 

dan waris tidak setuju. 

Karena pada dasarnya 

menurut hukum islam anak 

di luar nikah (anak zina) 

selamanya tidak akan 

mendapatkan nasab, wali 

dan waris dari ayah 

biologisnya. 

8 Apakah Bapak/ Ibu Hakim setuju 

dengan alasan pihak yang pro/ kontra 

dengan putusan MK tersebut ?  

Setuju demi memenuhi kebutuhan 

hidup anak.  

9. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu 

hakim terhadap kelompok yang konta/ 

tidak setuju dengan putusan MK No. 

46/ PUU-VIII/ 2010 mengenai status 

anak di luar nikah ? 

1. Setuju. Karena untuk 

melindungi anak dan 

perempuan. 

2. Setuju,  agar hukum 

perkawinan dijalankan 

sesuai dengan hukum islam 

dan hukum positif negara. 

10. Apakah Bapak/ Ibu Hakim setuju 

dengan alasan pihak yang kontra/ tidak 

setuju dengan putusan MK tersebut ? 

  

setuju, demi mencegah terjadinya 

pernikahan sirri, zina dan kumpul 

kebo. 

11. Apa solusi yang menurut bapak/ ibu 

hakim dapat menyelesaikan polemik 

pihak yang pro dan kontra mengenai 

putusan MK yang masih mengandung 

multi tafsir ? apakah perlu direvisi 

putusan MK ? 

1. Kesadaran dari setiap orang 

agar tidak melakukan nikah 

sirri, zinan kumpul kebo 

dan jenis hubungan yang 

dilarang oleh agama dan 

hukum positif.  

2. Putusan MK tidak perlu 

direfisi lagi. Yang perlu 

direvisi adalah perbuatan 

manusia agar berbuat baik 

dan menjauhkan diri dari 

kemaksiatan. 
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2. Dra. Syamsiah, MH 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apa Jabatan Ibu di Pengadilan Agama 

Yogyakarta ? 

Hakim 

2.  Berapa tahun Bapak/ ibu menjadi 

seorang Hakim ? 

 

Menjadi Hakim Sudah lebih dari 

20 tahun 

3. Apa Landasan Hukum yang dijadikan 

acuan Ibu dalam memutuskan suatu 

perkara di Persidangan ? 

Hukum Formil, Hukum Materil, 

dan Hukum Positif 

4. Bagaimana cara Ibu hakim 

menyelesaikan perkara bila ada 

seorang anak di luar nikah meminta 

pengesahan statusnya sebagai anak sah 

di Pengadilan Agama sebelum adanya 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 

2010 ? 

Belum Pernah ada/ belum 

pernah menangani 

permohonan semacam itu.  

5. Apakah Ibu hakim setuju dengan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/ 2010 mengenai status 

anak di luar nikah ? mohon disertai 

argumen dan landasan hukumnya.! 

 

Kurang setuju, karena putusan MK 

tersebut akan menumbuh suburkan 

perkawinan dibawah tangan atau 

perkawinan sirri yang dilakukan 

karena menyimpang aturan yang 

semestinya. Misal tidak ada izin 

istri atau tidak ada izin poligami 

dan sehingga hal tersebut sangat 

merugikan bagi istri sah dan anak 

sah. 

6. Apa maksud kata “anak di luar nikah” 

yang terdapat dalam putusan MK 

menurut ibu hakim ? 

Anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat pernikahan sirri, 

Bukan anak hasil perzinahan. 

7.  Bagaimana pendapat Ibu hakim 

terhadap kelompok yang pro/ setuju 

dengan putusan MK No. 46/ PUU-

VIII/ 2010 mengenai status anak di 

luar nikah ? 

Kita hargai karena mereka 

mempunyai argumen untuk 

melindungi hak anak. 

8 Apakah Ibu Hakim setuju dengan 

alasan pihak yang pro/ kontra dengan 

putusan MK tersebut ?  

Kita tidak bisa bilang setuju/ atau 

tidak. Karena kita hargai setiap 

pendapat orang lain yang berbeda-

beda atas landasan yang mereka 

kemukakan. Namun, jangan sampai 

hal tersebut hanya merupakan 

penyelundupan Hukum saja, jadi 

mestinya yang sudah disengaja 

tidak legal dari awal jangan 
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kemudian dilegalkan. 

9. Bagaimana pendapat Ibu hakim 

terhadap kelompok yang konta/ tidak 

setuju dengan putusan MK No. 46/ 

PUU-VIII/ 2010 mengenai status anak 

di luar nikah ? 

Sah-sah saja. Kita hargai pendapat 

mereka. Karena mereka 

mempunyai argumen atau alasan 

yang mendasar. 

10. Apakah Ibu Hakim setuju dengan 

alasan pihak yang kontra/ tidak setuju 

dengan putusan MK tersebut ? mohon 

disertai argumen 

Bisa setuju. Alasanya supaya tidak 

merugikan mereka yang sudah 

menikah secara sah. Kemudian 

dilakukan penyelundupan hukum 

dengan menikah sirri. 

11. Apa solusi yang menurut bapak/ ibu 

hakim dapat menyelesaikan polemik 

pihak yang pro dan kontra mengenai 

putusan MK yang masih mengandung 

multi tafsir ? apakah perlu direvisi 

putusan MK ? 

 Perbedaan pendapat adalah 

hal yang wajar dan sah-sah 

saja asalkan ada alasan 

yang mendasarinya. Maka 

kita harus menghargai dan 

menghormati pendapat  

yang pro dan kontra 

terhadap putusan MK 

tersebut.  

 Solusinya untuk 

menyelesaikan polemik 

adalah berangkat dari diri 

sendiri untuk menikah 

secara resmi (sah menurut 

agama dan dicatatkan 

sesuai ketentuan undang-

undang) dan tidak 

melakukan perzinahan 

apalag perkosaan sehingga 

tidak ada lagi anak yang 

menuntut hak karena di 

lalaikan oleh ayahnya yang 

biologis. 

 Putusan MK tidak perlu 

direvisi lagi, karena dalam 

peraturannya putusan yang 

sudah ditetapkan tidak bisa 

direvisi lagi.  
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3. Hj. Sri Murtinah, SH, MH 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apa Jabatan Ibu di Pengadilan Agama 

Yogyakarta ? 

Hakim 

2.  Berapa tahun Bapak/ ibu menjadi 

seorang Hakim ? 

 

Menjadi Hakim Sudah lebih dari 

20 tahun 

3. Apa Landasan Hukum yang dijadikan 

acuan Ibu dalam memutuskan suatu 

perkara di Persidangan ? 

Hukum Formil, Hukum Materil, 

dan Hukum Positif 

4. Bagaimana cara Ibu hakim 

menyelesaikan perkara bila ada 

seorang anak di luar nikah meminta 

pengesahan statusnya sebagai anak sah 

di Pengadilan Agama sebelum adanya 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 

2010 ? 

Belum Pernah ada/ belum 

pernah menangani 

permohonan semacam itu.  

5. Apakah Ibu hakim setuju dengan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/ 2010 mengenai status 

anak di luar nikah ? mohon disertai 

argumen dan landasan hukumnya.! 

 

 Kurang setuju, karena 

putusan MK tersebut akan 

menumbuh suburkan 

perkawinan dibawah tangan 

atau perkawinan sirri yang 

dilakukan karena 

menyimpang aturan yang 

semestinya. Misal tidak ada 

izin istri atau tidak ada izin 

poligami dan sehingga hal 

tersebut sangat merugikan 

bagi istri sah dan anak sah. 

 Jika demi masa depan anak, 

maka setuju dengan putusan 

MK tersebut. Karena pada 

hakikatnya anak hasil nikah 

sirri statusnya dalam agama 

islam adalam sama dengan 

anak dari hasil nikah yang 

sah (sah secara agama dan 

hukum perundang-

undangan). Sehingga bila 

nasab, wali dan waris anak 

tersebut bisa dihubungkan 

dengan ayah biologis. 

Perkara ini tidak 
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bertentangan dengan 

syari’ah Islam. 

 Putusan MK tersebut hanya 

berlaku bagi anak hasil dari 

nikah sirri. Untuk anak dari 

hasil zina hak dan 

kebutuhanya tetap 

dilindungi sebagaimana 

terdapat dalam UU Nomor 

23 tahun 2003 tentang 

Perlindungan Anak. Namun 

masalah Nasab, wali dan 

waris anak hasil zina 

selamanya tidak bisa 

dihubungkan dengan ayah 

biologisnya. Bila ayah 

biologis memberikan 

nafkah dan biaya hidup itu 

hanya untuk rasa 

kekeluargaan saja. 

 

6. Apa maksud kata “anak di luar nikah” 

yang terdapat dalam putusan MK 

menurut ibu hakim ? 

Anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat pernikahan sirri, 

Bukan anak hasil perzinahan. 

7.  Bagaimana pendapat Ibu hakim 

terhadap kelompok yang pro/ setuju 

dengan putusan MK No. 46/ PUU-

VIII/ 2010 mengenai status anak di 

luar nikah ? 

Kita hargai karena mereka 

mempunyai argumen untuk 

melindungi hak anak. 

8 Apakah Ibu Hakim setuju dengan 

alasan pihak yang pro/ setuju dengan 

putusan MK tersebut ?  

Kita tidak bisa bilang setuju/ atau 

tidak. Karena kita hargai setiap 

pendapat orang lain yang berbeda-

beda atas landasan yang mereka 

kemukakan. Namun, jangan sampai 

hal tersebut hanya merupakan 

penyelundupan Hukum saja, jadi 

mestinya yang sudah disengaja 

tidak legal dari awal jangan 

kemudian dilegalkan. 

9. Bagaimana pendapat Ibu hakim 

terhadap kelompok yang konta/ tidak 

setuju dengan putusan MK No. 46/ 

PUU-VIII/ 2010 mengenai status anak 

di luar nikah ? 

Sah-sah saja. Kita hargai pendapat 

mereka. Karena mereka 

mempunyai argumen atau alasan 

yang mendasar. 

 

10. Apakah Ibu Hakim setuju dengan 

alasan pihak yang kontra/ tidak setuju 

Bisa setuju. Alasanya supaya tidak 

merugikan mereka yang sudah 
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dengan putusan MK tersebut ? mohon 

disertai argumen 

menikah secara sah. Kemudian 

dilakukan penyelundupan hukum 

dengan menikah sirri. 

11. Apa solusi yang menurut bapak/ ibu 

hakim dapat menyelesaikan polemik 

pihak yang pro dan kontra mengenai 

putusan MK yang masih mengandung 

multi tafsir ? apakah perlu direvisi 

putusan MK ? 

 Perbedaan pendapat adalah  

hal yang wajar dan sah-sah 

saja asalkan ada alasan 

yang mendasarinya. Maka 

kita harus menghargai dan 

menghormati pendapat  

yang pro dan kontra 

terhadap putusan MK 

tersebut.  

 Solusinya untuk 

menyelesaikan polemik 

adalah berangkat dari diri 

sendiri untuk menikah 

secara resmi (sah menurut 

agama dan dicatatkan 

sesuai ketentuan undang-

undang) dan tidak 

melakukan perzinahan 

apalag perkosaan sehingga 

tidak ada lagi anak yang 

menuntut hak karena di 

lalaikan oleh ayahnya yang 

biologis. 

 Putusan MK tidak perlu 

direvisi lagi, karena dalam 

peraturannya putusan yang 

sudah ditetapkan tidak bisa 

direvisi lagi.  
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4. Hj. Indiyah Noerhidayati, SH, MH 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apa Jabatan Ibu di Pengadilan Agama 

Yogyakarta ? 

Hakim 

2.  Berapa tahun Bapak/ ibu menjadi 

seorang Hakim ? 

 

Menjadi Hakim Sudah lebih dari 

20 tahun 

3. Apa Landasan Hukum yang dijadikan 

acuan Ibu dalam memutuskan suatu 

perkara di Persidangan ? 

Hukum Formil, Hukum Materil, 

dan Hukum Positif 

4. Bagaimana cara Ibu hakim 

menyelesaikan perkara bila ada 

seorang anak di luar nikah meminta 

pengesahan statusnya sebagai anak sah 

di Pengadilan Agama sebelum adanya 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 

2010 ? 

Belum Pernah ada/ belum 

pernah menangani 

permohonan semacam itu.  

5. Apakah Ibu hakim setuju dengan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/ 2010 mengenai status 

anak di luar nikah ? mohon disertai 

argumen dan landasan hukumnya.! 

 

 Dilihat dari segi Hukum 

Perkawinan yang berlaku di 

Indonesia, maka Kurang 

setuju karena putusan MK 

tersebut akan menumbuh 

suburkan perkawinan 

dibawah tangan atau 

perkawinan sirri yang 

dilakukan karena 

menyimpang aturan yang 

semestinya berlaku. Karena 

berpedoman pada pasal 2 

ayat (1) tentang pernikahan 

yang harus dilakukan sesuai 

dengan kepercayaanya dan 

kemudian dijelaskan pada 

pasal 2 ayat (2) bahwa 

perkawinan yang sudah 

dilakukan tersebut harus 

dicatatkan menurut 

peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pasal tersebut berlaku surut 

sehingga anak yang lahir 

dari perkawinan tersebut 

bisa dianggap anak sah 
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sebagaimana terdapat pada 

pasal 42 Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Konsekuensinya pernikahan 

yang tidak dilakukan seperti 

diatas maka pernikahan dan 

anaknya dianggap tidak 

sah. 

 Jika dilihat untuk 

kepentingan anak, maka 

setuju dengan Putusan 

tersebut, dengan alasan 

untuk memenuhi hak dan 

kelangsungan hidup anak 

yang lahir dari pernikahan 

dibawah tangan/ nikah 

sirri..  

 Putusan tersebut hanya 

berlaku untuk anak hasil 

nikah sirri sehingga ia 

memiliki kedudukan yang 

sama dengan anak sah. 

Karena secara agama anak 

sah dengan anak hasil nikah 

sirri adalah anak yang sah 

sehingga bisa memperoleh 

nasab, wali, dan waris dari 

ayah biologisnya. 

 Untuk Anak hasil dari 

hubungan Zina, dia tetap 

mendapatkan hak untuk 

kelangsungan hidup dan 

masa depanya sebagaimana 

sudah di cantumkan dalam 

UU Nomor  23 tahun 2002 

tentang Perlindungan anak. 

Namun anak tersebut 

selamnya tidak bisa 

memiliki nasab, wali dan 

waris dari ayah biologisnya. 

6. Apa maksud kata “anak di luar nikah” 

yang terdapat dalam putusan MK 

menurut ibu hakim ? 

Anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat pernikahan sirri, 

Bukan anak hasil perzinahan. 

7.  Bagaimana pendapat Ibu hakim 

terhadap kelompok yang pro/ setuju 

Kita hargai karena mereka 

mempunyai argumen untuk 



Lampiran iv 
 

xviii 
 

dengan putusan MK No. 46/ PUU-

VIII/ 2010 mengenai status anak di 

luar nikah ? 

melindungi hak anak. 

8 Apakah Ibu Hakim setuju dengan 

alasan pihak yang pro/ kontra dengan 

putusan MK tersebut ?  

Kita tidak bisa bilang setuju/ atau 

tidak. Karena kita hargai setiap 

pendapat orang lain yang berbeda-

beda atas landasan yang mereka 

kemukakan. Namun, jangan sampai 

hal tersebut hanya merupakan 

penyelundupan Hukum saja, jadi 

mestinya yang sudah disengaja 

tidak legal dari awal jangan 

kemudian dilegalkan. 

9. Bagaimana pendapat Ibu hakim 

terhadap kelompok yang konta/ tidak 

setuju dengan putusan MK No. 46/ 

PUU-VIII/ 2010 mengenai status anak 

di luar nikah ? 

Sah-sah saja. Kita hargai pendapat 

mereka. Karena mereka 

mempunyai argumen atau alasan 

yang mendasar. 

10. Apakah Ibu Hakim setuju dengan 

alasan pihak yang kontra/ tidak setuju 

dengan putusan MK tersebut ? mohon 

disertai argumen 

Bisa setuju. Alasanya supaya tidak 

merugikan mereka yang sudah 

menikah secara sah. Kemudian 

dilakukan penyelundupan hukum 

dengan menikah sirri. 

11. Apa solusi yang menurut bapak/ ibu 

hakim dapat menyelesaikan polemik 

pihak yang pro dan kontra mengenai 

putusan MK yang masih mengandung 

multi tafsir ? apakah perlu direvisi 

putusan MK ? 

 Perbedaan pendapat adalah 

hal yang wajar dan sah-sah 

saja asalkan ada alasan 

yang mendasarinya. Maka 

kita harus menghargai dan 

menghormati pendapat  

yang pro dan kontra 

terhadap putusan MK 

tersebut.  

 Solusinya untuk 

menyelesaikan polemik 

adalah berangkat dari diri 

sendiri untuk menikah 

secara resmi (sah menurut 

agama dan dicatatkan 

sesuai ketentuan undang-

undang) dan tidak 

melakukan perzinahan 

apalag perkosaan sehingga 

tidak ada lagi anak yang 

menuntut hak karena di 

lalaikan oleh ayahnya yang 

biologis. 
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 Putusan MK tidak perlu 

direvisi lagi, karena dalam 

peraturannya putusan yang 

sudah ditetapkan tidak bisa 

direvisi lagi.  
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5. Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apa Jabatan Ibu di Pengadilan Agama 

Yogyakarta ? 

Hakim 

2.  Berapa tahun Bapak/ ibu menjadi 

seorang Hakim ? 

 

Menjadi Hakim Sudah lebih dari 

20 tahun 

3. Apa Landasan Hukum yang dijadikan 

acuan Ibu dalam memutuskan suatu 

perkara di Persidangan ? 

Hukum Formil, Hukum Materil, 

dan Hukum Positif 

4. Bagaimana cara Ibu hakim 

menyelesaikan perkara bila ada 

seorang anak di luar nikah meminta 

pengesahan statusnya sebagai anak sah 

di Pengadilan Agama sebelum adanya 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 

2010 ? 

Belum Pernah ada/ belum 

pernah menangani 

permohonan semacam itu.  

5. Apakah Ibu hakim setuju dengan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/ 2010 mengenai status 

anak di luar nikah ? mohon disertai 

argumen dan landasan hukumnya.! 

 

Kurang setuju, karena putusan MK 

tersebut akan menumbuh suburkan 

perkawinan dibawah tangan atau 

perkawinan sirri yang dilakukan 

karena menyimpang aturan yang 

semestinya. Misal tidak ada izin 

istri atau tidak ada izin poligami 

dan sehingga hal tersebut sangat 

merugikan bagi istri sah dan anak 

sah. 

6. Apa maksud kata “anak di luar nikah” 

yang terdapat dalam putusan MK 

menurut ibu hakim ? 

Anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat pernikahan sirri, 

Bukan anak hasil perzinahan. 

7.  Bagaimana pendapat Ibu hakim 

terhadap kelompok yang pro/ setuju 

dengan putusan MK No. 46/ PUU-

VIII/ 2010 mengenai status anak di 

luar nikah ? 

Kita hargai karena mereka 

mempunyai argumen untuk 

melindungi hak anak. 

8 Apakah Ibu Hakim setuju dengan 

alasan pihak yang pro/ kontra dengan 

putusan MK tersebut ?  

Kita tidak bisa bilang setuju/ atau 

tidak. Karena kita hargai setiap 

pendapat orang lain yang berbeda-

beda atas landasan yang mereka 

kemukakan. Namun, jangan sampai 

hal tersebut hanya merupakan 

penyelundupan Hukum saja, jadi 

mestinya yang sudah disengaja 
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tidak legal dari awal jangan 

kemudian dilegalkan. 

9. Bagaimana pendapat Ibu hakim 

terhadap kelompok yang konta/ tidak 

setuju dengan putusan MK No. 46/ 

PUU-VIII/ 2010 mengenai status anak 

di luar nikah ? 

Sah-sah saja. Kita hargai pendapat 

mereka. Karena mereka 

mempunyai argumen atau alasan 

yang mendasar. 

10. Apakah Ibu Hakim setuju dengan 

alasan pihak yang kontra/ tidak setuju 

dengan putusan MK tersebut ? mohon 

disertai argumen 

Bisa setuju. Alasanya supaya tidak 

merugikan mereka yang sudah 

menikah secara sah. Kemudian 

dilakukan penyelundupan hukum 

dengan menikah sirri. 

11. Apa solusi yang menurut bapak/ ibu 

hakim dapat menyelesaikan polemik 

pihak yang pro dan kontra mengenai 

putusan MK yang masih mengandung 

multi tafsir ? apakah perlu direvisi 

putusan MK ? 

 Perbedaan pendapat adalah 

hal yang wajar dan sah-sah 

saja asalkan ada alasan 

yang mendasarinya. Maka 

kita harus menghargai dan 

menghormati pendapat  

yang pro dan kontra 

terhadap putusan MK 

tersebut.  

 Solusinya untuk 

menyelesaikan polemik 

adalah berangkat dari diri 

sendiri untuk menikah 

secara resmi (sah menurut 

agama dan dicatatkan 

sesuai ketentuan undang-

undang) dan tidak 

melakukan perzinahan 

apalag perkosaan sehingga 

tidak ada lagi anak yang 

menuntut hak karena di 

lalaikan oleh ayahnya yang 

biologis. 

 Putusan MK tidak perlu 

direvisi lagi, karena dalam 

peraturannya putusan yang 

sudah ditetapkan tidak bisa 

direvisi lagi.  
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6. Hj. Juharni, SH, MH 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apa Jabatan Ibu di Pengadilan Agama 

Yogyakarta ? 

Hakim 

2.  Berapa tahun Bapak/ ibu menjadi 

seorang Hakim ? 

 

Menjadi Hakim Sudah lebih dari 

20 tahun 

3. Apa Landasan Hukum yang dijadikan 

acuan Ibu dalam memutuskan suatu 

perkara di Persidangan ? 

Hukum Formil, Hukum Materil, 

dan Hukum Positif 

4. Bagaimana cara Ibu hakim 

menyelesaikan perkara bila ada 

seorang anak di luar nikah meminta 

pengesahan statusnya sebagai anak sah 

di Pengadilan Agama sebelum adanya 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 

2010 ? 

Belum Pernah ada/ belum 

pernah menangani 

permohonan semacam itu.  

5. Apakah Ibu hakim setuju dengan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/ 2010 mengenai status 

anak di luar nikah ? mohon disertai 

argumen dan landasan hukumnya.! 

 

Kurang setuju, karena putusan MK 

tersebut akan menumbuh suburkan 

perkawinan dibawah tangan atau 

perkawinan sirri yang dilakukan 

karena menyimpang aturan yang 

semestinya. Misal tidak ada izin 

istri atau tidak ada izin poligami 

dan sehingga hal tersebut sangat 

merugikan bagi istri sah dan anak 

sah. 

6. Apa maksud kata “anak di luar nikah” 

yang terdapat dalam putusan MK 

menurut ibu hakim ? 

Anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat pernikahan sirri, 

Bukan anak hasil perzinahan. 

7.  Bagaimana pendapat Ibu hakim 

terhadap kelompok yang pro/ setuju 

dengan putusan MK No. 46/ PUU-

VIII/ 2010 mengenai status anak di 

luar nikah ? 

Kita hargai karena mereka 

mempunyai argumen untuk 

melindungi hak anak. 

8 Apakah Ibu Hakim setuju dengan 

alasan pihak yang pro/ kontra dengan 

putusan MK tersebut ?  

Kita tidak bisa bilang setuju/ atau 

tidak. Karena kita hargai setiap 

pendapat orang lain yang berbeda-

beda atas landasan yang mereka 

kemukakan. Namun, jangan sampai 

hal tersebut hanya merupakan 

penyelundupan Hukum saja, jadi 

mestinya yang sudah disengaja 
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tidak legal dari awal jangan 

kemudian dilegalkan. 

9. Bagaimana pendapat Ibu hakim 

terhadap kelompok yang konta/ tidak 

setuju dengan putusan MK No. 46/ 

PUU-VIII/ 2010 mengenai status anak 

di luar nikah ? 

Sah-sah saja. Kita hargai pendapat 

mereka. Karena mereka 

mempunyai argumen atau alasan 

yang mendasar. 

10. Apakah Ibu Hakim setuju dengan 

alasan pihak yang kontra/ tidak setuju 

dengan putusan MK tersebut ? mohon 

disertai argumen 

Bisa setuju. Alasanya supaya tidak 

merugikan mereka yang sudah 

menikah secara sah. Kemudian 

dilakukan penyelundupan hukum 

dengan menikah sirri. 

11. Apa solusi yang menurut bapak/ ibu 

hakim dapat menyelesaikan polemik 

pihak yang pro dan kontra mengenai 

putusan MK yang masih mengandung 

multi tafsir ? apakah perlu direvisi 

putusan MK ? 

 Perbedaan pendapat adalah 

hal yang wajar dan sah-sah 

saja asalkan ada alasan 

yang mendasarinya. Maka 

kita harus menghargai dan 

menghormati pendapat  

yang pro dan kontra 

terhadap putusan MK 

tersebut.  

 Solusinya untuk 

menyelesaikan polemik 

adalah berangkat dari diri 

sendiri untuk menikah 

secara resmi (sah menurut 

agama dan dicatatkan 

sesuai ketentuan undang-

undang) dan tidak 

melakukan perzinahan 

apalag perkosaan sehingga 

tidak ada lagi anak yang 

menuntut hak karena di 

lalaikan oleh ayahnya yang 

biologis. 

 Putusan MK tidak perlu 

direvisi lagi, karena dalam 

peraturannya putusan yang 

sudah ditetapkan tidak bisa 

direvisi lagi.  
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Tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 17  Juni 1953 

Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 1966 
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Tahun 1971 

Diploma III/Akademi/IAIN Sunan 

Kalijaga 

Tahun 1975 

Strata I / IAIN Sunan Kalijaga Fak. 
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Tahun 1978 

Strata II/Universitas Islam Indonesia 
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Tahun 2010 

Riwayat Pekerjaan Panmud Huksyar Stadok PA. Bantul Tahun 1983 

Panitera Pengganti PA Bantul Tahun 1986 

Hakim PA Sleman Tahun 1988 

Hakim PA Bantul Tahun 2006 

Hakim PA Yogyakarta Tahun 2010 

Jabatan Saat ini Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 
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Nama Dra. Syamsiah, MH 

NIP 19590917 198703 2 001 

Tempat, tanggal lahir Nagrak, 17 September 1959 

Riwayat Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Tahun 1972 
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Sarmud IAIN Sunan Kalijaga Fakultas 

Syariah 

Tahun 1983 
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Tahun 1985 

Strata II / Universitas Tanjungpura Tahun 2006 

Riwayat Pekerjaan Hakim PengadilanAgama Pontianak Tahun 1989 

Wakil Ketua PA. Mempawah Tahun 2003 

Wakil Ketua PA. Pontianak Tahun 2004 

Ketua PA. Bengkayang Tahun 2007 

Hakim Pengadilan Agama Sumber Tahun 2009 

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2012 
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Nama Hj. Sri Murtinah, SH, MH 

NIP 19580612 198603 2 001 

Tempat, tanggal lahir Sleman, 12 Juni 1958 

Riwayat Pendidikan SD Muhammadiyah Pajangan Tahun 1970 

SMPN IX Yogyakarta Tahun 1973 

SMA Swasta Yogyakarta Tahun 1976 

Strata I/UII Fak Hukum Tahun 1982 
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Wakil Ketua PA. Selong Tahun 2002 
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Jabatan Saat ini Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 
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Nama Hj. Indiyah Noerhidayati, SH, MH 

NIP 19611104 198101 2 001 

Tempat, tanggal lahir Solo, 04 November 1961 

Riwayat Pendidikan SD Negeri 21 Surakarta Tahun 1972 

SMP Al-Islam Surakarta Tahun 1975 

SMA Al-Islam Surakarta Tahun 1979 

Strata I/UNUD Ilmu Hukum Tahun 1987 

Strata II/UNUD Ilmu Hukum Tahun 2009 

Riwayat Pekerjaan Ka. Sub Kepaniteraan Hukum 

PA. Denpasar 

Tahun 1983 

Pj. Kasub Kepaniteraan 

Permohonan PA. Denpasar 

Tahun 1985 
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Panitera/Sekretaris PA. Denpasar Tahun 1998 

Hakim PA. Denpasar Tahun 2001 

Hakim PA. Yogyakarta Tahun 2011 
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Nama Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum 

NIP 19570601. 198003.2.002 

Tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 01-06-1957 

Riwayat Pendidikan SD Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 1969  

 PGAN 4 tahun Muallimat 

Muhammadiyah 

Tahun 1975 

 PGAN 6 tahun Muallimat 

Muhammadiyah 

Tahun 1977 

 Strata II/ Hukum Islam IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

Tahun 1983 

 Strata II/ Hukum Hukum Bisnis STIH 

IBLAM Jakarta 

Tahun 2001 

Riwayat Pekerjaan Hakim PA Jakarta Barat Tahun 2004 

 Hakim PA Jakarta Barat Tahun 2007 

 Hakim PA Jakarta Barat Tahun 2011 

 Hakim PA Yogyakarta Tahun 2013 

Jabatan Saat ini Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

 

 

 



Lampiran v 
 

xxix 
 

Foto 

 

  

Nama Hj. Juharni, SH, MH 

NIP 19610805 198903  003 

Tempat, tanggal lahir Galur, 05 Agustus 1961 

Riwayat Pendidikan SD Muhammadiyah Brosot Tahun 1972 

SMP Negeri Brosot Tahun 1977 

SMA Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 1981 

Strata 1/ UII Hukum Perdata Tahun 1986 

Strata II/UII Ilmu Hukum Tahun 2008 

Riwayat Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Dili Tahun 1992 

Wakil Ketua PA. Atambua Tahun 1997 

Hakim Pengadilan Agama Wates Tahun 1999 

Hakim Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006 

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2014 

Jabatan Saat ini Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 
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PUTUSAN 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 

menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  

[1.2] 1.  Nama : Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti 

H. Mochtar Ibrahim 

  Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970 

  Alamat  : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 

002/008, Desa/Kelurahan Pondok 

Betung, Kecamatan Pondok Aren, 

Kabupaten Tangerang, Banten 

2.  Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan bin 
Moerdiono 

 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996 

  Alamat  : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 

002/008, Desa/Kelurahan Pondok 

Betung, Kecamatan Pondok Aren, 

Kabupaten Tangerang, Banten. 

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 
2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) 
Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang 
beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal 
Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 
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[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon; 

 Mendengar keterangan dari para Pemohon; 

 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon; 

 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon; 

 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah; 

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan 

Rakyat; 

 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon; 

2. DUDUK PERKARA 

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan 

bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)  pada hari Senin tanggal 14 Juni 

2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 

211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan  

Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan 

Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

A.  Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia; 

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: 

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara. 

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: 

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga 
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negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan 

diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum 

perkawinannya oleh undang-undang; 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang 

harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon 

memiliki legal standing dalam perkara permohonan uji materiil undang-

undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai 

Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat 

kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 

tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 

4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara 

Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, 

Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji 

materiil ini; 

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang 

menyatakan: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya 

pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu 

juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana tercantum 

dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., 

tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan: 

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung 

pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. 

Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, 

dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang 

saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan 

Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal 

(mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan 

dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh 

laki-laki bernama Drs. Moerdiono; 
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6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.” 

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak 

konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin 

oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

telah dirugikan; 

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah.” 

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon 

yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara 

dengan warga negara Indonesia Iainnya dalam membentuk keluarga dan 

melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama 

di hadapan hukum; 

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak 

Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama 

di hadapan hukum. 

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk 

keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan 

berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak 

konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan 

perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya 

masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan 

perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, 

serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. 

Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga 

perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma 

agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya 

menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi 
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anaknya di muka hukum menjadi tidak sah; 

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: 

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon 

hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama 

juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika 

norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu 

perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan 

yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-

Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan 

sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. 

Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-

tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya 

adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan 

sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan 

adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam 

perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. 

Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah 

menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak 

sah? 

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak 

konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan 

pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang 

dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945 telah dirugikan; 

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.” 

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 
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43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah 

merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik 

berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan 

norma agama karena pada dasamya sesuatu yang oleh norma agama 

dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah 

berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk 

pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah 

hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. 

Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap 

norma agama; 

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon 

dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk 

mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum 

anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai 

kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun 

sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup 

fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur 

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon 

sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan 

dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap 

sebagai satu kesatuan argumentasi; 

10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak 

sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang; 

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan 

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan 

merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU 

Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status 
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perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil 

perkawinan; 

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan 

tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan 

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 

dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak 

konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status 

hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah 

dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas 

tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan 

sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional 

yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan 

Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah 

tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang 

mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan 

sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah 

menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang 

dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam 

UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum 

dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal 

senada juga disampaikan oleh Van Kan: “Kalau pelaksanaan norma-norma 

hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan 

memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju 

norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat 

dari pelanggaran norma-norma hukum itu.” (Van Kan, Pengantar Ilmu 

Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh. 

O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.) 

13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki 

kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan 

pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi 

yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada 
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diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang 

dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang 

dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta 

tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama 

telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. 

Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan 

norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak 

tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, 

pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak 

yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah 

berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu 

menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum 

menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak 

terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. 

Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang 

dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan 

norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi 

Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan 

norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma 

hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum 

terhadap norma agama; 

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka 

telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) 

antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, 

khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan 

dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran 

atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik 

Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 

tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang 

telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon 

tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak 
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hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum  pula; 

Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B 

ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak Iahirnya anak Pemohon telah 

mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-

usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon 

dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami 

dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, 

mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun 

yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan 

diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya 

berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut 

adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di 

hadapan hukum; 

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan 

berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah 

perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar 

perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan 

mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di 

masyarakat, sehingga merugikan Pemohon; 

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang 

tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua 

orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian 

hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah 

melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga 

menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya 

pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal 

tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan 

anak dalam pergaulannya di masyarakat; 

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, 

yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta 
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untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal 

ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang 

menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon 

dan anak yang dihasilkan dari pemikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon 

tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir 

dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. 

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di 

masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional 

Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh 

kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan 

diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van 

Apeldoorn dalam bukunya Incleiding tot de Rechtswetenschap in 

Nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur 

pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. 

Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 

melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu 

kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya 

terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan 

golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. 

Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan 

pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum 

untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara 

kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh 

sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu 

Hukum, terjemahan Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht 

oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13). 

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya 

mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis 

(etische theorie) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan 

mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin 

dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk 

umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya 

adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori 

utilitis (utilities theorie), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa 
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yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan 

sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya 

adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, 

sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori 

selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan 

oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus 

ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht 

menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum 

(rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua 

tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. 

Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum 

bertugas polisionil (politionele taak van het recht). Hukum menjaga agar 

dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting). 

Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah 

mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan 

Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 

1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang 

termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang 

seharusnya didapatkan oleh Pemohon; 

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK 

berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji 

Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap 

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir 

maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan 

memberikan Putusan sebagai berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk 

seluruhnya; 

2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945; 

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-
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adilnya (ex aequo et bono); 

[2.2]   Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan 

Bukti P-6, sebagai  berikut:  

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 

46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. 

3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007. 

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007. 

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal 

Somasi tertanggal 16 Oktober 2006. 

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal 

Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007. 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan, 
M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan 

keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan 

adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya; 

2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah 

jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain 

perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat; 

3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah 

memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai 

wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita; 
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4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan 

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang 

yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat 

di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah; 

5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki 

nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta 

kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak; 

6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan 

masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah 

lainnya; 

7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar 

nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya 

adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang 

seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi 

akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan 

perkawinan yang tidak dicatat; 

8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung 

beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau 

pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya; 

9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang 

tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab 

terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-

Isra’/17:15; Surat al-An’am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan 

Surat an-Najm/53:38; 

10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu 

kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah 

memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara 

Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab 

kepada kedua bapak dan ibunya; 

11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut 

memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan 

diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus 
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diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap 

sebagai anak kandung; 

12. Dalam fiqh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi 

terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa’ untuk menaati ulil amri (dalam 

hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri); 

13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 

bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat 

(2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 

14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung 

madharat, tetapi menghapusnya juga menimbulkan madharat, maka dalam 

kaidah hukum Islam, harus dipilih madharat-nya yang paling ringan; 

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah 

menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 

2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan 

diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang 

menyatakan sebagai berikut. 

I .  Pokok Permohonan 

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga 

negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut: 

a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan 

kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status 

perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan 

Pemohon I ;  

b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum 

dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan 

merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan 

rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusionai yang termaktub 

dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang 

dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 

UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. 
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Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum 

anak (Pemohon I I )  yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak 

di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah 

barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di 

muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. 

c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan 

yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang 

bersifat diskrimintaif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo 

dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

I I .   Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 

Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, 

maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang 

memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 

a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 

51 ayat (1) UU MK. 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang 

dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; 

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam 

permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara 

Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah 

dirugikan atas berlakunya Undang-Undang a quo atau anggapan kerugian tersebut 

sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. 

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah 

anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi 

terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada 

kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan 

seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal 



 16

5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang 

dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat. 

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang terdapat dalam Undang-Undang a quo, maka Pemohon I tidak 

akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan 

dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang 

sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya. 

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah 

benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 

diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang 

dimohonkan untuk diuji tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan 

yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah 

konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang a quo 

yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko 

akibat hukumnya dikemudian hari. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat 

jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para 

Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam 

Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan 

Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 

Putusan Nomor  11/PUU-V/2007). 
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III.  Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci 

terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat 

disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

A.  Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak 

manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. 

Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan 

keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu 

dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan 

menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga 

latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu 

latar belakang kehidupan itu adalah agama. 

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk 

menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu 

konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran monotheism tidak 

semata-semata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang 

mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena 

persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, 

harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran heterotheism 

(antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak 

harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera. 

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga 

negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap 

orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam 

Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): 

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari 
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bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban 

penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah 

mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat 

dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi 

pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak 

konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan 

pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis”. 

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, 

pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut 

bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat 

luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu 

hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak 

konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara 

yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk 

Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa ...”. 

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya 

mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional 

seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya 

yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa 

Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. 

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan 

hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan a quo 
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sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang 

semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya 

masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam 

Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga 

yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan 

sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat 

itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk 

adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, 

mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 

sejahtera. 

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat 

konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU 

Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan 

menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi 

undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan 

seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi 

tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain. 

B.  Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk 
Diuji Oleh Para Pemohon. 

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang 

menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

yaitu: 

Pasal 2 yang menyatakan: 

Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku” 

Pasal 43 yang menyatakan: 

Ayat (1): “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), 

UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
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melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 

Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum”. 

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat 

menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu 

saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material. 

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa 

“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2) 

dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan 

kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan 

belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: 

a. tertib administrasi perkawinan; 

b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, 

istri maupun anak; dan 

c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang 

timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte 

kelahiran, dan lain-lain; 
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Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang 

menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan 

perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara 

melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun 

keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum 

terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. 

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, 

karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat 

dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan 

agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan 

dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 

UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. 

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak 

berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih 

dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan 

poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya 

dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo khususnya 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP 

Nomor 9 Tahun 1975. 

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-

Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat 

hukumnya antara lain: tidak mempunyal status perkawinan yang sah, dan 

tidak mempunyal status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya. 

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami 

yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara 

Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang 

atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu 
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ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 

yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa 

pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan 

Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas 

keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para 

Pemohon. 

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945. 

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 

anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak 

dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, 

sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut 

Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi 

logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan 

yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang a quo, 

karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan 

hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan 

hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu 

perkawinan yang sah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan untuk memberikan 
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perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 

anak dan ibunya serta keluarga ibunya. 

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat 

(2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut 

dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

dapat dipenuhi. 

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para 

Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah 

memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap 

Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan 

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak 

dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 

ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

IV. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada 

Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat 

memberikan putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal 

standing); 

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijk verklaard); 

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 

4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 
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tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945; 

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan 

Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan 

menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut: 

Keterangan DPR RI 

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan     

a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan 

mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur 

dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa 

“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara.” 

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 

ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan 

“hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) 

ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 

1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.  

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat 

diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam 
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permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih 

dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan aquo sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam 

“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya 

Undang-Undang. 

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah 

memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul 

karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide 

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) 

yaitu sebagai berikut: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 

diberikan oleh UUD 1945; 

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut 

dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang 

diuji; 

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 

dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat 

potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau 

tidak lagi terjadi. 

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam 

perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki 

kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. 

Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa 

para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para 

Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 

diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak 
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dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya 

ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. 

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan 

sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 

mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan 

hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 

011/PUU-V/2007. 

II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi 

pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan  

kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2)  serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  telah dirugikan.  DPR 

menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU 

Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang a quo yang 

dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian 

dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 

Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara 

seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan 

agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan 

yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan 

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera 

serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan 

kewajiban keperdataan. 

2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul 

dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan 

pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, 
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namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum  dan memberikan 

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan 

(suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan 

administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan 

kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu 

kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat 

mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan 

kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan   

perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat 

dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: 

a. untuk tertib administrasi perkawinan; 

b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, 

membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain); 

c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; 

d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; 

e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh 

adanya perkawinan;  

3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung 

legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan 

dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap 

perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang 

menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.  

4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para 

Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU 

Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-

halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) 

UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 

12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum  halaman 97-98 menyebutkan: 
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Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat  

alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai 

upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang 

menjadi kewajiban suami yang akan  berpoligami dalam rangka mewujudkan 

tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan 

perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnnya berasas monogami 

adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan 

perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami 

sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya 

persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan 

persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon. 

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak 

dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat 

diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, 

sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari 

akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dapat  berimplikasi  terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan 

ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 

tersebut,  tentu hanya mempunyai  hubungan keperdataan dengan ibu dan 

keluarga ibunya. 

7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan 

berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin 

terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta 

keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini 

dibatalkan justru akan berimplikasi  terhadap kepastian hukum atas status 

keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan 

demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan 
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dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya 

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar 

putusan  sebagai berikut: 

1. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterima; 

2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya; 

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap 

memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis 

bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 

Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; 

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala 

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini; 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1]  Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk 

menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, 

selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 
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[3.2]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan: 

a.  Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 

b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan 

permohonan a quo; 

Kewenangan Mahkamah 

[3.3]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan 

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, 

selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu 

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar;  

[3.4]  Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji 

konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap 

UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh 

karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;  

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon  

[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu 

Undang-Undang, yaitu: 
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a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama);  

b.  kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang;  

c.  badan hukum publik atau privat; atau  

d.  lembaga negara;  

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 

1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:  

a.  kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 

(1) UU MK;  

b.  kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 

1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan 

pengujian;  

[3.6]  Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 

lima syarat, yaitu:  

a.  adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945;  

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

c.  kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 

setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 

akan terjadi;  

d.  adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud 

dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  



 32

[3.7]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada 

paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

mengenai kedudukan hukum (legal standing)  para Pemohon dalam permohonan  

a quo  sebagai berikut:  

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai 

perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang 

diatur dalam UUD 1945 yaitu: 

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;  

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”, dan  

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum”; 

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 

ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;  

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh 

para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut 

Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 

dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga 

para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 

standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 

Pendapat Mahkamah  

Pokok Permohonan 

[3.11]  Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian 

konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap 
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perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan 

Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak; 

[3.12]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan 

perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna 

hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, 

Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-

prinsip perkawinan menyatakan, 

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di 
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan 
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting 
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat 
dalam daftar pencatatan”. 

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan 

perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; 

dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang 

ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. 

Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-

undangan merupakan kewajiban administratif. 

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, 

menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif 

negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan 

jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan 

sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan 

ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai 

pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan 

ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang 
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dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan 

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945]. 

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan 

agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang 

dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang 

sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna 

dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara 

terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan 

dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti 

otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat 

terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian 

yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti 

pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur 

bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka 

mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. 

Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan 

dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; 

[3.13]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) 

frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam 

perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu 

permasalahan tentang sahnya anak. 

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya 

pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) 

maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang 

menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil 

manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena 

hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 

perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika 

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 



 35

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 

jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan 

hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala 

berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan 

bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. 

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului 

dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, 

adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara 

bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai 

bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat 

juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan 

laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal 

prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan 

perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena 

kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan 

status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di 

tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang 

ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 

perkawinannya masih dipersengketakan; 

[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 

ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus 
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya”; 

[3.15]  Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka 

dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 



 36

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan 

dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni 

inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah 

sebagai ayahnya; 

4. KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1]   Mahkamah  berwenang  untuk  mengadili permohonan a quo; 

[4.2]  Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk  

mengajukan permohonan a quo; 

[4.3]   Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076); 

5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili,  

Menyatakan: 

 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
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 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 

 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; 

 Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

 Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya; 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap 
Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, 
Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-

masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, 
tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan 
Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. 
Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida 
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Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil 
Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan 

didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 

para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 

KETUA, 
 
 

ttd. 

 
Moh. Mahfud MD.  

 
ANGGOTA-ANGGOTA, 

ttd. 
td  

Achmad Sodiki  

ttd. 
 

Maria Farida Indrati  

ttd. 
 

Harjono  

ttd. 
 

Ahmad Fadlil Sumadi 

ttd. 
 

Anwar Usman 

ttd. 
 

Hamdan Zoelva 

ttd. 
 

M. Akil Mochtar 

ttd. 
 

Muhammad Alim 

 

6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) 

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki 
alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut: 

[6.1]  Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “… ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan 

Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 

Sementara ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan 

Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat 

(2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara 

administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 

telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah 

pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 

dilakukan. 

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-

undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan 

bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 

ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya 

menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga 

dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa 

perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi 

berwenang atau pegawai pencatat nikah. 

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif 

yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka 

hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi 

penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” 

dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai 

perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang 

lima. 

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan 

dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu 

tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, 

suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena 



 40

pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya 

kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh 

otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa. 

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada 

pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari 

inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh 

pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. 

Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari 

penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara 

sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan 

rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. 

Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena 

kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, 

adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh. 

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita 

dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan 

setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, 

wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak 

bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan 

anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan 

syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat 

dihindari dan ditolak. 

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya 

positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. 

Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya 

menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan 

administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan 

konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan. 
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Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan 

kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan. 

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu 

dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada 

kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang 

mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan 

menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara 

hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 

yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam 

memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri 

dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang a quo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya 

menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya 

tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat 

adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah 

pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan. 

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang 

mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak 

sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga 

dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban 

terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu 

peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian 

konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 
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ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak 

bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan hak konstitusional 

Pemohon I.  

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya 

pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan 

keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh 

berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan 

keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan 

secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-

cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya 

friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek 

hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan 

semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi 

dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-

undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat 

dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme 

hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama 

maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan 

pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya 

mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada 

syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan 

tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan 

kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini 

dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir 

dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-
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anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat 

perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, 

yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari 

perkawinan dimaksud. 

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat 

dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau 

kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, 

yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, 

dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai 

perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat 

dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah). 

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi 

wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah 

kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 

terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem 

hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak 

dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan 

jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah 

satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). 

Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, 

negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta 

gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena 

untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu 

adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya. 

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki 

potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi 

kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan 

bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat 

dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak 

dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih 

berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga 



 44

selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu 

suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak 

dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak 

memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, 

misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi 

anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah 

dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif 

peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena 

sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak 

bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. 

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 

1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan 

Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan 

keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan 

menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut 

menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang 

tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum 

agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut 

menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau 

yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian 

akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan 

risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko 

yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. 

Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari 

suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut 

hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua 

orang tua biologisnya. 

 

PANITERA PENGGANTI, 

ttd. 

Mardian Wibowo 
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KOMPILASI HUKUM ISLAM * 
 
 

BUKU I 
HUKUM PERKAWINAN 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Yang dimaksud dengan : 
a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara 

seorang pria dengan seorang wanita, 
b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, 

yang  diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah; 
c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh 

mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi; 
d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk 

barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; 
e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang 

dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan 
tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang; 

f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri 
atau bersam suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta 
bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; 

g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memeliharadan mendidik anaka 
hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri; 

h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu 
perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai 
kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum; 

i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau 
iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya; 

j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa bendaatau uang 
dan lainnya. 

 
 

BAB II 
DASAR-DASAR PERKAWINAN 

 
Pasal 2 

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan 
ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

 
Pasal 3 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 
rahmah. 

 
Pasal 4 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 
Pasal 5 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 
(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 
Tahun 1954. 

 

                                                
*  Disalin dari ”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam 

Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. 



Pasal 6 
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan 

dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai 

kekuatan Hukum. 
 

Pasal 7 
(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya 

ke Pengadilan Agama. 
(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan : 
(a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian; 
(b) Hilangnya Akta Nikah; 
(c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; 
(d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; 
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan 

menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974; 
(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, 

wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. 
 

Pasal 8 
Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan 

Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik 
talak. 

 
Pasal 9 

(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat 
dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. 

(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan 
permohonan ke Pengadilan Agama. 

 
Pasal 10 

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah. 
 
 

BAB III 
PEMINANGAN 

 
Pasal 11 

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, 
tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya. 

 
Pasal 12 

(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda 
yang telah habis masa iddahya. 

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj”iah, haram dan dilarang 
untuk dipinang. 

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria 
tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita. 

(4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan 
atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang 
dipinang. 

 
Pasal 13 

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan 
peminangan. 

(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai 
dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling 
menghargai. 

 



BAB IV 
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN 

 
Bagian Kesatu 

Rukun 
 

Pasal 14 
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : 

a. Calon Suami; 
b. Calon Isteri; 
c. Wali nikah; 
d. Dua orang saksi dan; 
e. Ijab dan Kabul. 

 
Bagian Kedua 

Calon Mempelai 
 

Pasal 15 
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon 

mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 
1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun 

(2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. 

 
Pasal 16 

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan 

tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang 
tegas. 

 
Pasal 17 

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu 
persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. 

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu 
tidak dapat dilangsungkan. 

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan 
dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. 

 
Pasal 18 

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan 
perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI. 

 
 

Bagian Ketiga 
Wali Nikah 

 
Pasal 19 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita 
yang bertindak untuk menikahkannya 

 
Pasal 20 

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam 
yakni muslim, aqil dan baligh. 

(2) Wali nikah terdiri dari : 
a. Wali nasab; 
b. Wali hakim. 

 
Pasal 21 

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu 
didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon 
mempelai wanita. 



Pertama, kelompok  kerabat laki-laki  garis  lurus  keatas  yakni  ayah, kakek dari  pihak  ayah  
dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan  
keturunan laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat  paman,  yakni  saudara  laki-laki  kandung  ayah,  saudara  seayah  
dan keturunan laki-laki mereka. 

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan  keturunan  
laki-laki mereka. 

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak 
menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat 
kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 

(3) Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali 
nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. 

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung 
atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan 
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. 

 
Pasal 22 

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau 
oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali 
bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya. 

 
Pasal 23 

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak 
mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau 
enggan. 

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah 
setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. 

 
Bagian Keempat 

Saksi Nikah 
 

Pasal 24 
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. 
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi 

 
Pasal 25 

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil 
baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. 

 
Pasal 26 

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta 
Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. 

 
 

Bagian Kelima 
Akad Nikah 

 
Pasal 27 

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang 
waktu. 

 
Pasal 28 

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah 
mewakilkan kepada orang lain. 

 
Pasal 29 

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. 
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan 

calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas 
akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. 



(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad 
nikah tidak boleh dilangsungkan. 

 
 

BAB V 
MAHAR 

 
Pasal 30 

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk 
dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. 

 
Pasal 31 

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran 
Islam. 

 
Pasal 32 

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itumenjadi hak pribadinya. 
 

Pasal 33 
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. 
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk 

seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belumditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon 
mempelai pria. 

 
Pasal 34 

(1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalm perkawinan. 
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya 

perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya 
perkawinan. 

 
Pasal 35 

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah 
ditentukan dalam akad nikah. 

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka 
sumai wajib membayar mahar mitsil. 

 
Pasal 36 

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama 
bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai 
dengan harga barang mahar yang hilang. 

 
Pasal 37 

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,penyelasaian 
diajukan ke Pengadilan Agama. 

 
Pasal 38 

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap 
bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas. 

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan 
mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih 
belum dibayar. 

 
BAB VI 

LARANGAN KAWIN 
 

Pasal 39 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan : 
(1) Karena pertalian nasab : 

a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; 
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya 

(2) Karena pertalian kerabat semenda : 



a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; 
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; 
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan 

perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; 
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 

(3) Karena pertalian sesusuan : 
a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; 
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; 
c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; 
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; 
e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. 

 
Pasal 40 

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan 
tertentu: 
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; 
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; 
c. seorang wanita yang tidak beragama islam. 

 
Pasal 41 

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan 
pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; 
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; 
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi 
masih dalam masa iddah. 

 
Pasal 42 

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut 
sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau 
masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan 
sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i. 

 
Pasal 43 

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : 
a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; 
b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an. 

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria 
lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya. 

 
Pasal 44 

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 
beragama Islam. 

 
 

BAB VII 
PERJANJIAN PERKAWINAN 

 
Pasal 45 

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : 
1.  Taklik talak dan 
2.  Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

 
Pasal 46 

(1)  Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 
(2)  Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidek dengan 
      sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan 

persoalannya  
      ke pengadilan Agama. 
(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi 

sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. 
 



Pasal 47 
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat  

perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam 
perkawinan. 

(2)  Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta  
pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. 

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan 
kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta 
bersama atau harta syarikat. 

 
Pasal 48 

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka 
perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangga. 

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap 
tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung 
biaya kebutuhan rumah tangga. 

 
Pasal 49 

(1)  Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-
masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. 

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa 
percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga 
percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. 

 
Pasal 50 

(1)  Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung 
mulai 

      tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 
(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan 

wajib 
     mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan 
(3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak 

ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam 
suatu surat kabar setempat. 

(4) Apaila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, 
pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. 

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian y7ang telah 
diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. 

 
Pasal 51 

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan 
nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. 

 
Pasal 52 

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh 
doiperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan 
dinikahinya itu. 

 
 

BAB VIII 
KAWIN HAMIL 

 
Pasal 53 

(1)  Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 
(2)  Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa 

menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang 

setelah anak yang dikandung lahir. 
 

 
 



Pasal 54 
(1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga       

boleh bertindak sebagai wali nikah. 
(2)  Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram 

perkawinannya tidak sah.  
 

BAB IX 
BERISTERI LEBIH SATU ORANG 

 
Pasal 55 

(1)  Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. 
(2)  Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri 

dan       anak-anaknya. 
(3)  Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri      

dari seorang. 
 

Pasal 56 
(1)  Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. 
(2)  Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara 

sebagaimana      diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975. 
(3)  Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan      

Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 
 

Pasal 57 
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari      

seorang apabila : 
a.  isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; 
b.  isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c.  isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

 
Pasal 58 

(1)  Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan      
Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 yaitu : 
a.   adanya pesetujuan isteri; 
b.  adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak 

mereka. 
(2)  Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,      

persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun      
telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada 
sidang      Pengadilan Agama. 

(3)  Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau      
isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam      
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun 
atau      karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. 

 
Pasal 59 

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari 
satu orang berdasarkan atas salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan 
Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang 
bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat 
mengajukan banding atau kasasi. 

 
BAB X 

PENCEGAHAN PERKAWINAN 
 

Pasal 60 
(1)  Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum 

Islam   dan Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan 

melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan 
menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.  



 
Pasal 61 

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu 
karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien. 

 
Pasal 62 

(1)  Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan 
lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu  dari  salah  seorang  calon  mempelai  dan  
pihak-pihak yang bersangkutan 

(2)  Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak      
kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akna dilakukan oleh wali nikah yang lain. 

 
Pasal 63 

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam 
perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan 
melangsungkan perkawinan. 

 
Pasal 64 

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila 
rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi. 

 
Pasal 65 

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana       
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan 
dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.   

 
Pasal 66 

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belu dicabut. 
 

Pasal 67 
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada 

Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau denganputusan Pengadilan Agama. 
 

Pasal 68 
Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan 

perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, 
pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan 
perkawinan. 

 
Pasal 69 

(1)  Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut 
Undang-undanf No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. 

(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut 
disertai dengan alasan-alasan penolakannya. 

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan permohonan kepada Pengadilan 
Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan 
berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan 
tersebut diatas. 

(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memebrikan 
ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya 
perkawinan dilangsungkan. 

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan 
tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang 
maksud mereka. 

 
 
 
 
 
 



BAB XI 
BATALNYA PERKAWINAN 

 
Pasal 70 

Perkawinan batal apabila : 
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah 

mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i; 
b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya; 
c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas 

isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria 
tersebut dan telah habis masa iddahnya; 

d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan 
sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang 
No.1 Tahun 1974, yaitu : 
1.  berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas. 
2.  berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang 

dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 
3.  berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 
4.  berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan  bibi atau paman 

sesusuan. 
e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya. 

 
Pasal 71 

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. 
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; 
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 

Undang-undang-undang No.1. tahun 1974; 
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; 
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

 
Pasal 72 

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila 
perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 

(2)  Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada 
waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau 
isteri 

(3)  Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam 
jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat 
menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 

 
Pasal 73 

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : 
a.  para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atauisteri; 
b. Suami atau isteri; 
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang. 
d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat 

perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut 
dalam pasal 67. 

 
Pasal 74 

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi 
tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. 

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 

 
Pasal 75 

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : 
a. perkawinan yang batal karena salah satu sumaiatau isteri murtad; 
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 



c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan 
pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap. 

 
Pasal 76 

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang 
tuanya. 

 
 

BAB XII 
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 77 
(1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat  
(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir 

bathin yang satui kepada yang lain; 
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik 

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; 
(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya; 
(5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan Agama 
 

Pasal 78 
(1)  Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama. 

 
 

Bagian Kedua 
Kedudukan Suami Isteri 

 
Pasal 79 

(1)  Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan 

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 
(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

 
 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Suami 

 
Pasal 80 

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal 
urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama. 

(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah 
tangga sesuai dengan kemampuannya 

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar 
pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 

(4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : 
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 
c. biaya pendididkan bagi anak. 

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai 
berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada 
ayat (4) huruf a dan b. 

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. 
 

 
 



Bagian Keempat 
Tempat Kediaman 

 
Pasal 81 

(1)  Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang 
masih dalam iddah. 

(2)  Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, 
atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 

(3)  Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, 
sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat 
menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 

(4)  Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan 
dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga 
maupun sarana penunjang lainnya. 

 
Bagian Kelima 

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang 
 

Pasal 82 
(1)  Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tiggaldan 

biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah 
keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. 

(2) Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat 
kediaman. 

 
Bagian Keenam 
Kewajiban Isteri 

 
Pasal 83 

(1) Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang 
dibenarkan oleh hukum islam. 

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-
baiknya. 

 
Pasal 84 

(1)  Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah 

(2)  Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) 
huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 

(3)  Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah isteri nusyuz 
(4)  Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah. 

 
 

BAB XIII 
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN 

 
Pasal 85 

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami atau isteri. 

 
Pasal 86 

(1)  Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. 
(2)  Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap 

menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. 
 

Pasal 87 
(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai 

hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta 
masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. 

 



Pasal 88 
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian 

perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. 
 

Pasal 89 
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri. 

 
Pasal 90 

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. 
 

Pasal 91 
(1)  Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau 

tidak berwujud. 
(2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat 

berharga. 
(3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban. 
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan 

pihak lainnya. 
 

Pasal 92 
Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan 

harta bersama. 
 

Pasal 93 
1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. 
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan 

kepada harta bersama. 
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri 

 
Pasal 94 

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masing-
masing terpisah dan berdiri sendiri. 

2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang 
sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, 
ketiga atau keempat. 

 
Pasal 95 

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 
1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya 
permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan 
membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 

2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga 
dengan izin Pengadilan Agama. 

 
Pasal 96 

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih 
lama,. 

2. Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang 
harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum 
atas dasar putusan Pengadilan Agama. 

 
Pasal 97 

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

 
BAB XIV 

PEMELIHARAAN ANAK 
 

Pasal 98 
(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak 

tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 



(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 
Pengadilan. 

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan 
kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. 

 
Pasal 99 

Anak yang sah adalah : 
a.  anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. 

 
Pasal 100 

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan 
keluarga ibunya. 

 
Pasal 101 

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat 
meneguhkan pengingkarannya dengan li`an. 

 
Pasal 102 

(1)  Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan 
kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari 
sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak 
dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan 
Agama. 

(2) Pengingkaran yang diajukansesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima 
 

Pasal 103 
(1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. 
(2) Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama 

dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan 
pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. 

(3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran 
yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama trwebut mengeluarkan akta kelahiran bagi 
anak yang bersangkutan. 

 
Pasal 104 

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya stelah 
meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi 
nafkah kepada ayahnya atau walinya. 

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa 
kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya. 

 
Pasal 105 

Dalam hal terjadinya perceraian : 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah 

atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; 
c. biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya. 

 
Pasal 106 

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau 
dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali 
karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keslamatan anak itu menghendaki atau 
suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari 
kewajiban tersebut pada ayat (1). 

 
 
 
 
 
 



BAB XV 
PERWALIAN 

 
Pasal 107 

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan. 

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya. 
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan 

Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan 
kerabat tersebut. 

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, 
berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. 

 
Pasal 108 

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian 
atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. 

 
Pasal 109 

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum  dan 
menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatbya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, 
pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi 
kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.  

 
Pasal 110 

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan 
sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan 
lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. 

(2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah 
perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah 
perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan. 

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan 
mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. 

(4) Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 
tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang 
ditutup tiap satu tahun satu kali. 

 
Pasal 111 

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila 
yang bersangkutan telah mencapai  umur 21 tahun atau telah menikah. 

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan 
antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan 
kepadanya. 

 
Pasal 112 

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang 
diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir. 

 
 

BAB XVI 
PUTUSNYA PERKAWINAN 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 113 
Perkawinan dapat putus karena : 
a. Kematian, 
b. Perceraian, dan 
c. atas putusan Pengadilan. 

 
 
 



Pasal 114 
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau 

berdasarkan gugatan perceraian. 
 

Pasal 115 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama 

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
 

 
Pasal 116 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 
a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang 

sukar disembuhkan; 
b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain 

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat 

setelah perkawinan berlangsung; 
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 
e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai suami atau isteri; 
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 
g. Suami menlanggar taklik talak; 
k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 

 
Pasal 117 

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab 
putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. 

 
Pasal 118 

Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujujk selamaisteri dalam masa 
iddah. 

 
Pasal 119 

1. talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan 
bekas suaminya meskipun dalam iddah. 

2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : 
 a. talak yang terjadi qabla al dukhul; 
 b. talak dengan tebusan atahu khuluk; 
 c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 

 
Pasal 120 

Talak Ba`in Kubraa adalah talak y6ang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk 
dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan  setelah bekas isteri, 
menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya. 

 
Pasal 121 

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci 
dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. 

 
Pasal 122 

Talak bid`I adalahtalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan 
haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. 

 
Pasal 123 

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan 
 

Pasal 125 
Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamnya. 

 
 
 



 Pasal 126 
Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan 
atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran 
tersebut. 

 
Pasal 127 

Tata cara li`an diatur sebagai berikut : 
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut 

diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau 
pengingkaran tersebut dusta” 

b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata 
“tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata 
murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”; 

c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; 
d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an. 
 

Pasal 128 
Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Perceraian 
 

Pasal 129 
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan 
maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan 
alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. 

 
Pasal 130 

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan 
tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi 

 
Pasal 131 

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam 
waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta 
penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 

2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak danternyata cukup alasan 
untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagihidup rukun dalamrumah 
tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk 
mengikrarkan talak. 

3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan 
sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya. 

4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan 
Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatanhukum yang tetap maka 
hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yant tetap utuh. 

5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya 
Talak rangkap empat yang merupakan bjukti perceraian baki bekas suami dan isteri. 

 Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang 
mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-
masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama 

 
Pasal 132 

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah 
hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman 
bersama tanpa izin suami. 

2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan 
gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. 

 
Pasal 133 

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah 
lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah. 

2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi 
kembali ke rumah kediaman besama. 



 
Pasal 134 

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah 
cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan 
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. 

 
Pasal 135 

Gugatan perceraraian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan 
putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang 
memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap. 

 
Pasal 136 

1. Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat 
berdasarkan pertimbangan bahaya yang mingkin ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat 
mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 

2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, 
Pengadilan Agama dapat : 
a.  menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; 
b.  menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi 

hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang 
yang menjadi  hak isteri 

 
Pasal 137 

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan 
Agama mengenai gugatan perceraian itu. 

 
Pasal 138 

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman 
yang tetap, panggilan  dilakukan dengan cara menempelkan gugatanpada papan pengumuman di 
Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau bebrapa surat kabar atau mass 
media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. 

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mass media tersebut ayat (1) 
dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama 
dan kedua 

3. Tenggang dwaktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 

4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya 
tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak 
atau tidak beralasan. 

 
Pasal 140 

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), 
panggilandisampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat 

 
Pasal 141 

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian 

2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian tenyang waktu 
pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa 
meeka. 

3. Apabila tergughat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang 
pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak 
dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama. 

 
Pasal 142 

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan 
kepada kuasanya. 

2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat 
memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. 

 



Pasal 143 
1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. 
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang 

pemeriksaan. 
 

Pasal 144 
Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan 

alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada 
waktu dicapainya perdamaian. 

 
Pasal 145 

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang 
tertutup. 

 
Pasal 146 

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. 
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan 

Pengadilan Agama yang telah mempuntai kekuatan hukum yang tetap 
 

Pasal 147 
(1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan 

salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta 
Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. 

(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan 
Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepadaPegawai 
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan. 

(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterngan kepada masing-masing suami isteri 
atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan 
merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri. 

(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah 
yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. 

 Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat 
putusan serta tanda tangan panitera. 

(5)  Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka 
dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud 
dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat 
perkawinan dilangsungka dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu 
disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta. 

(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera 
yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau 
isteri atau keduanya. 

 
Pasal 148 

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyanpaikan 
permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan 
atau lasan-alasannya. 

2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar 
keterangannya masing-masing. 

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, 
dan memberikan nasehat-nasehatnya. 

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan 
Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan 
sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan 
kasasi. 

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5) 
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusanatau iwadl Pengadilan Agama 

memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa. 
 

 
 
 
 



BAB XVII 
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN 

 
Bagian Kesatu 
Akibat Talak 

 
Pasal 149 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 
a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali 

bekas isteri tersebut qobla al dukhul; 
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas 

isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; 
c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; 
d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun 

 
Pasal 150 

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. 
 

Pasal 151 
Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah 
dengan pria lain. 

 
Pasal 152 

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. 
 

 
Bagian Kedua 
Waktu Tunggu 

 
Pasal 153 

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al 
dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. 

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : 
a.  Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu 

ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari: 
b.  Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 

(tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid 
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; 

c.  Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, 
waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; 

d.  Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, 
waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda 
gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul. 

4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, 
Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi 
perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami. 

5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena 
menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. 

6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, 
akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali 
waktu suci. 

 
Pasal 154 

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6)pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah 
menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya. 

 
Pasal 155 

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah 
talak. 

 



 
Bagian Ketiga 

Akibat Perceraian 
 

Pasal 156 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah 

meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 
 2. ayah; 
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya; 
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, 

meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang 
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak hadhanah pula; 

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut 
kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri 
(21 tahun) 

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama 
membverikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d); 

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk 
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. 

 
Pasal 157 

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97 
 

Bagian Keempat 
Mut`ah 

 
Pasal 158 

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : 
a. belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul; 
b. perceraian itu atas kehendak suami. 

 
Pasal 159 

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 
 

Pasal 160 
Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. 

 
 

Bagian Kelima  
Akibat Khuluk 

 
Pasal 161 

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk 
 

 
Bagian Keenam 

Akibat Li`an 
 

Pasal 162 
Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung 

dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. 
 
 
 
 
 



BAB XVIII 
RUJUK 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 163 
(1) Seorang suami dapat merujuk isterunya yang dalam masaiddah. 
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal : 

a.  putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang 
dijatuhkan qobla al dukhul; 

b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan 
selain zina dan khuluk. 

 
Pasal 164 

Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas 
suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi 

 
Pasal 165 

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan 
Pengadilan Agama. 

 
Pasal 166 

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut 
hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatbya kepada 
instansi yang mengeluarkannya semula. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Rujuk 
 

Pasal 167 
(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah 

atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan 
membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan 

(2)  Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii Pencatat Nikah atau Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah. 

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki 
apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum 
munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan 
yang akan dirujuk itu adalah isterinya. 

(4)  Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan besrta saksi-
saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. 

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat 
Nikahmenasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan 
dengan rujuk. 

 
Pasal 168 

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat 
rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan besreta saksi-
saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat 
keterengan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. 

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan 
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. 

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 
membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab 
hilangnya. 

 
Pasal 169 

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya 
kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami 
dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang 
ditetapkan oleh Menteri Agama. 



(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang 
ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil 
Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan 
Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang 
bersangkutan benar telah rujuk. 

(3)  Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor 
dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera. 

 
 

BAB XIX 
MASA BERKABUNG 

 
Pasal 170 

(1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 
iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. 

(2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.  
 



BUKU II 
HUKUM KEWARISAN 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 171 

Yang dimaksud dengan: 
a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 
bagiannya masing-masing. 

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal 
berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta 
peninggalan. 

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau 
hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 
menjadi ahli waris. 

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang 
menjadi miliknya maupun hak-haknya. 

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk 
keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), 
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. 

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan 
berlaku setelah pewaris meninggal dunia. 

g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada 
aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan 
dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan Pengadilan. 

i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan. 
 
 

BAB II 
AHLI WARIS 

 
Pasal 172 

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau 
amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum di\ewasa, 
beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. 
 

Pasal 173 
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; 
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan 

suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 
 

Pasal 174 
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 

a. Menurut hubungan darah: 
- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. 

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. 
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, 

janda atau duda. 
 

Pasal 175 
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; 
b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban 

pewaris maupun penagih piutang; 



c. menyelesaikan wasiat pewaris; 
d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak. 

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah 
atau nilai harta peninggalannya. 

 
 

BAB III 
BESARNYA BAHAGIAN 

 
Pasal 176 

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih 
mereka bersama-sama mendapzt dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama 
dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak 
perempuan. 
 

Pasal 177 
Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah 

mendapat seperenam bagian. * 
 

Pasal 178 
(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.  Bila tidak ada anak 

atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. 
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-

sama dengan ayah. 
 

Pasal 179 
Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris 

meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian. 
 

Pasal 180 
Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris 

meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. 
 

Pasal 181 
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara 

perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih 
maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. 
 

Pasal 182 
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara 

perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian.  Bila saudara perempuan 
tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, 
maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. 
Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, 
maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan. 
 

Pasal 183 
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah 

masing-masing menyadari bagiannya. 
 

Pasal 184 
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka 
baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga. 
 

Pasal 185 
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan 

oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. 

                                                
*  Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : 

ayah mendapat sepertiga bagfian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami 
dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. 



(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan 
yang diganti. 

 
Pasal 186 

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya 
dan keluarga dari pihak ibunya. 
 

Pasal 187 
(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya 

atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta 
warisan dengan tugas: 
a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak 

bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai 
harganya dengan uang; 

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) 
sub a, b, dan c. 

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan 
kepada ahli waris yang berhak. 

 
Pasal 188 

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan 
kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan.  Bila ada diantara ahli waris 
yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui 
Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. 
 

Pasal 189 
(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya 

dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama 
para ahli waris yang bersangkutan. 

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris 
yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang 
atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai 
dengan bagiannya masing-masing. 

 
Pasal 190 

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat 
bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris 
adalah menjadi hak para ahli warisnya. 
 

Pasal 191 
Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau 

tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada 
Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum. 
 
 

BAB IV 
AUL DAN RAD 

 
Pasal 192 

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan 
bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai 
dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka 
pembilang. 
 

Pasal 193 
Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan 

bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, 
maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-
masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. 
 
 

 



BAB V 
WASIAT 

 
Pasal 194 

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya 
paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. 

(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. 
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat 

dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. 
 

Pasal 195 
(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang 

saksi, atau dihadapan Notaris. 
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila 

semua ahli waris menyetujui. 
(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 
(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang 

saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris. 
 

Pasal 196 
Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-

siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. 
 

Pasal 197 
(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: 
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada 

pewasiat; 
b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah 

melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang 
lebih berat; 

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau 
mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat; 

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan 
pewasiat. 

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: 
a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya 

pewasiat; 
b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya; 
c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak 

sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. 
(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah. 
 

Pasal 198 
Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda haris diberikan 

jangka waktu tertentu. 
 

Pasal 199 
(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan 

persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. 
(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau 

tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat 
terdahulu dibuat secara lisan. 

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan 
disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris. 

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasartkan akte Notaris. 
 

Pasal 200 
Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami 

penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat 
hanya akan menerima harta yang tersisa. 
 



Pasal 201 
Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, 
maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. 
 

Pasal 202 
Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, 
maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. 
 

Pasal 203 
(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang 

membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. 
(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah 

dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. 
 

Pasal 204 
(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, 

dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita 
acara pembukaan surat wasiat itu. 

(2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus 
menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya 
Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) 
pasal ini. 

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan 
Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya. 

 
Pasal 205 

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara 
dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan 
musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri 
oleh dua orang saksi. 

 
Pasal 206 

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan 
nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang 
yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. 

 
Pasal 207 

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang 
dan kepada orang yang memberi tuntutran kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga 
meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. 

 
Pasal 208 

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut. 
 

Pasal 209 
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut 

di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. 

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 
dari harta warisan orang tua angkatnya. 

 
 

BAB VI 
HIBAH 

 
Pasal 210 

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan 
dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di 
hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. 
 

 



Pasal 211 
Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. 
 

Pasal 212 
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. 
 

Pasal 213 
Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan 

kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. 
 

Pasal 214 
Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan 

Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan 
ketentuan pasal-pasal ini. 

 
 



BUKU III 
HUKUM PERWAKAFAN 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 215 

Yang dimaksud dengan: 
(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna 
kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya. 
(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. 
(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya 

tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. 
(5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan 

pengurusan benda wakaf. 
(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah 

yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkwajiban menerima ikrar dan 
wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian 
perwakafan. 

(7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh 
Menteri Agama. 

 
 

BAB II 
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF 

 
Bagian Kesatu 
Fungsi Wakaf 

 
Pasal 216 

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. 
 

 
Bagian Kedua 

Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf 
 

Pasal 217 
(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat 

akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas 
kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah 
pengurusnya yang sah menurut hukum. 

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik 
yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. 

 
Pasal 218 

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir 
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), 
yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 orang saksi. 

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat 
dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. 

 
Pasal 219 

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 



c. sudah dewasa; 
d. sehat jasmani dan rohani; 
e. tidak berada di bawah pengampuan; 
f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. 

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 
b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya. 

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan 
pengesahan. 

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah 
sebagai berikut: 
”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak 
langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun 
memberikan sesuatu kepada siapapun juga” 
”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini 
tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau 
pemberian”. 
”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab 
yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan 
maksud dan tujuannya”. 

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat 
(5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat 
setempat. 

 
 

Bagian Ketiga 
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir 

 
Pasal 220 

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, 
dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh 
Menteri Agama. 

(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung 
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. 

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan Menteri Agama. 

 
Pasal 221 

(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena: 
a. meninggal dunia; 
b. atas permohonan sendiri; 
c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir; 
d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. 

(2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam 
ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran 
Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. 

(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan 
sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya. 

 
Pasal 222 

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan 
berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan 
setempat. 
 
 

 
 
 



BAB III 
TATA CARA PERWAKAFAN 

DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF 
 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Perwakafan 

 
Pasal 223 

(1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuaty 
Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. 

(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 
(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan 

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 
(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan 

menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai 
berikut: 
a. tanda bukti pemilikan harta benda; 
b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat 

keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan 
pemilikan benda tidak bergerak dimaksud; 

c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang 
bersangkutan. 

 
 

Bagian Kedua 
Pendaftaran Benda Wakaf 

 
Pasal 224 

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan 
(4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan 
mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan 
guna menjaga keutuhan dan kelestarian. 
 
 

BAB IV 
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN 

PENGAWASAN BENDA WAKAF 
 

Bagian Kesatu 
Perubahan Benda Wakaf 

 
Pasal 225 

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau 
penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. 

(2) Penyimpangan dari ketentuantersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal 
tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama 
Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan 
alasan: 
a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; 
b. karena kepentingan umum. 

 
 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf 

 
Pasal 226 

 
Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir 

diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

 



Bagian Ketiga 
Pengawasan 

 
Pasal 227 

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-
sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan 
agama yang mewilayahinya. 
 
 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 228 

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan 
ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk 
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini. 

 
 

Ketentuan Penutup 
 

Pasal 229 
Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya 
sesuai dengan rasa keadilan. 
 

 
 



PENJELASAN  
ATAS 

BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM 
 

PENJELASAN UMUM 
 
1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 

adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran 
hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. 

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 
Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya 
sebagai peradilan negara. 

3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang 
pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum 
Perwakafan. 
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum 
Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber 
pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi’i. 

4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum 
masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk 
diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran 
terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, 
fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain. 

5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku 
Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan 
Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan 
kepadanya. 

 
 
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 s/d 6 

Cukup jelas 
 

Pasal 7 
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama. 
 

Pasal 8 s/d 18 
Cukup jelas 
 

Pasal 19 
Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh 
ayah kandung. 
 

Pasal 20 s/d 71 
Cukup jelas 
 

Pasal 72 
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian 
ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan.  Demikian pula 
penipuan terhadap identitas diri. 
 

Pasal 73 s/d 86 
Cukup jelas 
 

Pasal 87 
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. 
 
 



Pasal 88 s/d 93 
Cukup jelas 
 

Pasal 94 
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. 
 

Pasal 95 s/d 97 
Cukup jelas 
 

Pasal 98 
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. 
 

Pasal 99 s/d 102 
Cukup jelas 
 

Pasal 103 
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. 
 

Pasal 104 s/d 106 
Cukup jelas 
 

Pasal 107 
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. 
 

Pasal 108 s/d 118 
Cukup jelas 
 

Pasal 119 
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba’in sughraa. 
 

Pasal 120 s/d 128 
Cukup jelas 
 

Pasal 129 
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. 
 

Pasal 130 
Cukup jelas 
 

Paal 131 
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. 
 

Pasal 132 
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. 
 

Pasal 133 s/d 147 
Cukup jelas 
 

Pasal 148 
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. 
 

Pasal 149 s/d 185 
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. 
 

Pasal 187 s/d 228 
Cukup jelas 

 
Pasal 229 

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III. 
 



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  Menimbang :
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga

negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik
fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta
untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-
haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan
kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara
khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan
Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun

1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3277);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138
Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182
Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of
Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri
dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis
lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu
angkat.

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai
orang tua terhadap anak.

6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental,
spiritual, maupun sosial.

7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental
sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau
memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang
tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan
membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan
putusan atau penetapan pengadilan.

10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan,
pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu
orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,
melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan
kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau
organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat,

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak
korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.



Pasal 3
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Pasal 5
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7
(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya

sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau

anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh
atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan
fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9
(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat

juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan
juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang
sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya
demi pengembangan diri.

Pasal 12
Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan
taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13
(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung

jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan
hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan
merupakan pertimbangan terakhir.



Pasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan

hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya

hukum yang berlaku; dan
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak

memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan

hukum berhak dirahasiakan.
Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan
bantuan lainnya.

Pasal 19
Setiap anak berkewajiban untuk :

a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Negara dan Pemerintah

Pasal 21
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi
setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,
status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan
prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23
(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum
bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.



Pasal 24
Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat
sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan
peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Keluarga dan Orang Tua
Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27
(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau

membantu proses kelahiran.
(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui

keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang
yang menemukannya.

Pasal 28
(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya

diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari

Perkawinan Campuran

Pasal 29
(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara

asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari
ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak
untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari
kedua orang tuanya.



(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam  ayat (2), sedangkan anak belum
mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi
kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status
kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI
KUASA ASUH

Pasal 30
(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya,

terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Pasal 31

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan
permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa
asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak
dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang
mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang
perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang
bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus
seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32
Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat
ketentuan :

a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
c. batas waktu pencabutan.

BAB VII
PERWALIAN

Pasal 33
(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat

tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat
ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan
pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama
yang dianut anak.

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik
anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34
Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat
mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35
(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak

tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai
kewenangan untuk itu.

(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak
sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan
Pasal 36



(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum
atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk
orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak

Pasal 37
(1) Pengasuhan  anak  ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh

kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan  oleh lembaga yang

mempunyai kewenangan untuk itu.
(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)  berlandaskan agama, anak yang diasuh

harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak  berlandaskan agama, maka

pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui  lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan
bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan
memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara
optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak

Pasal 39
(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah
antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas

penduduk setempat.
Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang
tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41
(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pengangkatan anak.
(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Agama



Pasal 42
(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang

tuanya.
Pasal 43

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin
perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua
Kesehatan
Pasal 44

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang
komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam
kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar
maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45
(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak

dalam kandungan.
(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari
penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47
(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ

tubuhnya untuk pihak lain.
(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan
anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua

dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 48
Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik
sampai mencapai potensi mereka yang optimal;

b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;



c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya
sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan
peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51
Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas
untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52
Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh
pendidikan khusus.

Pasal 53
(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma

atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang
bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong
masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54
Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan
oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga
pendidikan lainnya.

Bagian Keempat
Sosial

Pasal 55
(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam

lembaga maupun di luar lembaga.
(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh

lembaga masyarakat.
(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan

lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan
berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56
(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan

membantu anak, agar anak dapat :
a. berpartisipasi;
b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan

anak;
d. bebas berserikat dan berkumpul;
e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat
kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan
anak.

Pasal 57
Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan
permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58
(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat

penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima
Perlindungan Khusus

Pasal 59



Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak
dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak
yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah
dan penelantaran.

Pasal 60
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

a. anak yang menjadi pengungsi;
b. anak korban kerusuhan;
c. anak korban bencana alam; dan
d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf
a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62
Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik
bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan,
kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami
gangguan psikososial.

Pasal 63
Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan
membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan

dengan hukum;
f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari

labelisasi.
(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari

labelisasi;
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun

sosial; dan
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65
(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati
budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan
bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk
menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan
bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana

dimaksud dalam  Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.



(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan melalui :
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya

masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi
dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1).

Pasal 67
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,

dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 59, dan terlibat dalam
produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan
anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68
Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan,
perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi

kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak

korban tindak kekerasan; dan
pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau

turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 70

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
dilakukan melalui upaya :
perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh

mungkin dan pengembangan individu.
Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara

diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang
menyandang cacat.

Pasal 71
Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh
pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam
situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 72
(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan

anak.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan,

lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73
Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang
ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75
(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang

wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh

agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi,
lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap
perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat,
melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak;

memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka
perlindungan anak.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil
maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik
fisik, mental, maupun sosial,

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78
Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana
dengan pidana penjara paling lama   5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Pasal 79
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80
(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan

terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).



(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat  3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83
Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk
dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak
untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

Pasal 85
(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan
tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan
anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang
terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama  10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama
yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87
Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan
dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang
mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88
Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan

anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua



puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan
anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80,

Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89
dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang
dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92
Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal  22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal  22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA  REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
Ttd.
Edy Sudibyo



 

Undang-undang Republik Indonesia  

Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang  

Perkawinan 

 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

  

Menimbang : 

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, 
perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. 

Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

M E M U T U S K A N: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. 
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BAB I  
 

DASAR PERKAWINAN 

  

Pasal 1 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pasal 2 

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. 

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari 
seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam 
pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan 
di daerah tempat tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang 
akan beristri lebih dari seorang apabila: 

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 5 

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: 

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anak mereka. 

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak 
mereka. 
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(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan 
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya 
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 

BAB II  
 

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 

  

Pasal 6 

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya. 

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 
untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara 
atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas 
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) 
pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, 
maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain. 

Pasal 7 

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 
dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada 
Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak 
wanita. 

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut 
pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi 
tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 

Pasal 8 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
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a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 
antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan 
saudara neneknya; 
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; 
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; 
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, 
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku 
dilarang kawin. 

Pasal 9 

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali 
dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini. 

Pasal 10 

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi 
untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, 
sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan 
tidak menentukan lain. 

Pasal 11 

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah lebih lanjut. 

Pasal 12 

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.  

 

BAB III  
 

PENCEGAHAN PERKAWINAN 

Pasal 13 

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan. 

Pasal 14 

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus 
ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon 
mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya 
perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, 
sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi 
calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang 
tersebut dalam ayat (1) pasal ini. 
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Pasal 15 

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua 
belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang 
baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. 

Pasal 16 

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila 
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 
Undang-undang ini tidak dipenuhi. 

Pasal 17 

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana 
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat 
perkawinan. 

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan 
perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. 

Pasal 18 

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik 
kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. 

Pasal 19 

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. 

Pasal 20 

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu 
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam 
Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun 
tidak ada pencegahan perkawinan. 

Pasal 21 

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut 
ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan 
perkawinan. 

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan 
perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan 
tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.  

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan 
penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat 
keterangan penolakkan tersebut di atas. 

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akanmemberikan 
ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, 
agar supaya perkawinan dilangsungkan. 
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(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan 
penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi 
pemberitahukan tentang maksud mereka. 

 

BAB IV  
 

BATALNYA PERKAWINAN 

Pasal 22 

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan. 

Pasal 23 

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. 

b. Suami atau isteri. 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang 
mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi 
hanya setelah perkawinan itu putus. 

Pasal 24 

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah 
pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 
Undang-undang ini. 

Pasal 25 

Permihonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum 
dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. 

Pasal 26 

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak 
berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) 
orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus 
ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. 

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat (1) pasal 
ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat 
memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus 
diperbaharui supaya sah. 
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Pasal 27 

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami 
atau isteri. 

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari 
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup 
sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan, maka haknya gugur. 

Pasal 28 

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. 

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap : 

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama 
bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 

c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-
hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 

BAB V  
 

PERJANJIAN PERKAWINAN 

Pasal 29 

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh pegawai 
pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. 

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, 
agama dan kesusilaan. 

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari 
kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan 
pihak ketiga. 
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BAB VI 

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI 

Pasal 30 

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 
menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 

Pasal 31 

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

Pasal 32 

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh 
suami-isteri bersama.  

Pasal 33 

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 
bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 

Pasal 34 

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
 
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 
 
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan. 

BAB VII 
 

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN 

Pasal 35 

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh 
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
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Pasal 36 

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua 
belah pihak. 

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya 
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.  

Pasal 37 

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-
masing. 

BAB VIII  
 

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA 

Pasal 38 

Perkawinan dapat putus karena: 
a. Kematian, 
b. Perceraian dan  
c. atas keputusan Pengadilan. 

Pasal 39 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu 
tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. 

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan 
tersebut. 

Pasal 40 

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan 
perundangan tersendiri. 

Pasal 41 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, 
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 
diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban 
tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. 
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 

 

BAB IX  
 

KEDUDUKAN ANAK 

Pasal 42 

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 
sah. 

Pasal 43 

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya. 

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 44 

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana 
ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan 
tersebut. 

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak 
yang berkepentingan. 

 

BAB X  
 

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK 

Pasal 45 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu 
kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan 
antara kedua orang tua putus. 

Pasal 46 

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. 

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan 
keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya. 
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Pasal 47 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak 
dicabut dari kekuasaannya. 

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di 
luar Pengadilan. 

Pasal 48 

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang 
tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu 
menghendakinya. 

Pasal 49 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang 
anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga 
anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 
berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : 

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 

b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk 
memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. 

 

BAB XI 

PERWAKILAN 

Pasal 50 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di 
bawah kekuasaan wali. 

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. 

Pasal 51 

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, 
sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang 
saksi. 

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah 
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan baik. 

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-
baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. 
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(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada 
waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak 
atau anak-anak itu. 

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya 
serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. 

Pasal 52 

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini. 

Pasal 53 

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 
Undang-undang ini. 

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. 

Pasal 54 

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah 
kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputisan Pengadilan, 
yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. 

 

BAB XII  
 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Bagian Pertama 
 

Pembuktian Asal-usul Anak 

Pasal 55 

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat 
mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan 
yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. 

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran 
yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte 
kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
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Bagian Kedua 

Perkawinan di Luar Indonesia 

Pasal 56 

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang 
warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan 
menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi 
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat 
bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal 
mereka. 

Bagian Ketiga 
 

Perkawinan Campuran 

Pasal 57 

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan 
antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena 
perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

Pasal 58 

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan 
campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula 
kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-
undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. 

Pasal 59 

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan 
menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. 

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-
undang perkawinan ini. 

Pasal 60 

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat 
perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. 

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan 
karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh 
mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang 
mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. 

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, 
maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan 
tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan 
pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. 
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(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu 
menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3). 

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi 
jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan 
itu diberikan. 

Pasal 61 

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. 

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tampa memperlihatkan lebih 
dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan 
pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan. 

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetaui 
bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. 

Pasal 62 

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) 
Undang-undang ini. 

Bagian Keempat  
 

Pengadilan 

Pasal 63 

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: 

a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam. 

b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya. 

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.  

BAB XIII  
 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 64 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang tejadi 
sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, 
adalah sah. 

Pasal 65 

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama 
maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-
ketentuan berikut: 
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a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; 

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah 
ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; 

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak 
perkawinannya masing-masing. 

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-
undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal 
ini. 

BAB XIV  
 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan 
atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), 
Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 
No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 
158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur 
dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 67 

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaanya 
secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur 
lebuh lanjut oleh Peraturan Pemerintah. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta, 
pada tanggal 2 Januari 1974 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

SOEHARTO 
JENDERAL TNI. 

Diundangkan di Jakarta, 
pada tanggal 2 Januari 1974 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I 

SUDHARMONO, SH. 
MAYOR JENDERAL TNI. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1 
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PERADILAN AGAMA 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tanggal 29 Desember 1989 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang: 

a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang 
sejahtera, aman, tenteram, dan tertib; 

 
b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan 

menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam 
hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, 
kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu 
memberikan pengayoman kepada masyarakat; 

 
c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, 

kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut 
adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman; 

 
d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan 

hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Agama yang selama ini masih beraneka karena 
didasarkan pada : 

 
1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan 

Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 
dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 
Nomor 116 dan 610); 

 
2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan 

Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan 
Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 
638 dan 639); 

 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 

tentang Pembentukan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan 
Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 
99). 

 
perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum 
yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem 



dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945; 

 
e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan 

untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang 
yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; 

 
Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 24, dan Pasal 25 
Undang-Undang Dasar 1945; 

 
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2951); 

 
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); 

 
 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan: 
 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Bagian Pertama 

Pengertian 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. 
 
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di 

lingkungan Peradilan Agama. 
 
3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan 

Tinggi Agama. 
 



4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan 
Agama. 
 
5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita 

Pengganti pada Pengadilan Agama. 
 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 2 
 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang 
diatur dalam Undang-undang ini. 
 

Pasal 3 
 
(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh : 
 

a. Pengadilan Agama; 
b. Pengadilan Tinggi Agama. 

 
(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada 

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 
 

Bagian Ketiga 
Tempat Kedudukan 

Pasal 4 
 
(1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. 
 
(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah Propinsi. 
 

Bagian Keempat 
Pembinaan 

Pasal 5 
 
(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
 
(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh 

Menteri Agama. 
 
(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh 

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 
 

BAB II 
SUSUNAN PENGADILAN 

 
Bagian Pertama 

U m u m 



Pasal 6 
 

Pengadilan terdiri dari : 
1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; 
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding. 
 

Pasal 7 
 

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.   
 

Pasal 8 
 

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang. 
 

Pasal 9 
 
(1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, 

Sekretaris, dan Juru Sita. 
 
(2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, 

Panitera, dan Sekretaris. 
 

Pasal 10 
 
(1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil 
Ketua. 
 
(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil 
Ketua. 
 
(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi. 
 

Bagian Kedua 
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita 

 
Paragraf 1 

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 
Pasal 11 

 
(1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 
 
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas 

Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini. 
 

Pasal 12 
 
(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri 

dilakukan oleh Menteri Agama. 
 
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak 

boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 



 
Pasal 13 

 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 

termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat 
langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi 
G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain; 

f. pegawai negeri; 
g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; 
h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; 
i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama 

diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim 
Pengadilan Agama. 

 
Pasal 14 

 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang 

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 

a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf 
a, b, c, d, e, f, g, dan i; 

b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun; 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau 

Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai 
Hakim Pengadilan Agama. 

 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan 

pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan 
Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan 
Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama. 

 
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan 

pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Pengadilan 
Tinggi Agama atau, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan 
Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama. 

 
Pasal 15 

 
(1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul 

Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 
 
(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 

Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 



 
Pasal 16 

 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib 

mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut : 
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, 
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun 
juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun 
juga". 
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung 
dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah bahwa saya 
akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila 
sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala 
Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik 
Indonesia". 
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini 
dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan 
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya 
seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang 
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". 

 
(2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua 

Pengadilan Agama. 
 
(3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan 

Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. 
 
(4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah 
Agung. 
 

Pasal 17 
 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak 

boleh merangkap menjadi : 
 

a. pelaksana putusan Pengadilan; 
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang 

diperiksa olehnya; 
c. pengusaha. 

 
(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum. 
 
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
Pasal 18 

 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya 
karena : 



 
a. permintaan sendiri; 
b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; 
c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 

Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil 
Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama; 

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 
 
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya 

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala 
Negara. 

Pasal 19 
 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari 

jabatannya dengan alasan : 
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 
b. melakukan perbuatan tercela; 
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 
pekerjaannya; 
d. melanggar sumpah jabatan; 
e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17. 

 
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang 
bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan 
Majelis Kehormatan Hakim. 

 
(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata 

cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama 
dengan Menteri Agama. 

 
Pasal 20 

 
Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya 

diberhentikan sebagai pegawai negeri. 
 

Pasal 21 
 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan 
sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul 
Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

 
(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (2). 

 
Pasal 22 

 



(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan 
penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari 
jabatannya. 

 
(2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat 
diberhentikan sementara dari jabatannya. 

 
Pasal 23 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, 

pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak 
pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 

Pasal 24 
 
(1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden. 
 
(2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 

diatur dengan Keputusan Presiden. 
 

Pasal 25 
 

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas 
perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan 
Menteri Agama, kecuali dalam hal : 
 
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau 
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 

mati, atau 
c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 
 

Paragraf 2 
Panitera 
Pasal 26 

 
(1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh 

seorang Panitera. 
 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 

seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang 
Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita. 

 
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh 

seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang 
Panitera Pengganti. 

 
Pasal 27 

 



Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum 

yang menguasai hukum Islam; 
f. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera 

atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat 
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama. 

 
Pasal 28 

 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d; 
b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera 

atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 
(empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama. 

 
Pasal 29 

 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama, seorang calon 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan 
e; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda 

atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama. 
 

Pasal 30 
 

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d; 
b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda 

atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 
4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama, atau menjabat 
Panitera Pengadilan Agama. 

 
Pasal 31 

 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, seorang calon 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
 



a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan 
e; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti 

Pengadilan Agama. 
 

Pasal 32 
 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan 
e; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti 

Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8 
(delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama, atau menjabat 
Wakil Panitera Pengadilan Agama. 

 
Pasal 33 

 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama, seorang 

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan 
e; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri 

pada Pengadilan Agama. 
 

Pasal 34 
 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan 
e; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti 

Pengadilan Agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada 
Pengadilan Tinggi Agama. 

 
Pasal 35 

 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak 

boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan 
perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera. 

 
(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum. 
 
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri 
Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

 
Pasal 36 

 



Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan 
diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama. 
 

Pasal 37 
 

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan 
Panitera Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan 
yang bersangkutan. 
Bunyi sumpah adalah sebagai berikut: 
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, 
langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak 
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga". 
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun 
juga suatu janji atau pemberian". 
"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta 
mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 
1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara 
Republik Indonesia". 
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan 
jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam 
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi 
seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik 
dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". 
 

Paragraf 3 
Juru Sita 
Pasal 38 

 
Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti. 
 

Pasal 39 
 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 
 

a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
e. berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas; 
f. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita 
Pengganti. 

 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 

a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, 
dan e; 



b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai 
negeri pada Pengadilan Agama. 

 
Pasal 40 

 
(1) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua 

Pengadilan Agama. 
 
(2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama. 
 

Pasal 41 
 

Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil 
sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama. 
Bunyi sumpah adalah sebagai berikut : 
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, 
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, 
tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga". 
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesusatu dalam 
jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun 
juga suatu janji atau pemberian". 
"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta 
mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 
1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara 
Republik Indonesia". 
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan 
jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam 
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi 
seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan 
hukum dan keadilan". 

 
Pasal 42 

 
(1) Kecuali ditentutakan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Juru Sita tidak 

boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan 
perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan. 

 
(2) Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum. 
 
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri 
Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

 
Bagian Ketiga 

Sekretaris 
Pasal 43 

 
Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. 
 

Pasal 44 



 
Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan. 

 
Pasal 45 

 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang 

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana muda hukum 

yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi; 
f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan. 
 

Pasal 46 
 

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan f; 
b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. 
 

Pasal 47 
 

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. 
 



Pasal 48 
 

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut 
agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 
Bunyi sumpah adalah sebagai berikut: 
"Demi Allah, saya bersumpah : 
bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya 
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; 
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh 
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan 
martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara 
daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; 
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus saya rahasiakan; 
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara". 
 

BAB III 
KEKUASAAN PENGADILAN 

Pasal 49 
 
(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: 

 
a. perkawinan; 
b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; 
c. wakaf dan shadaqah. 

 
(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah 

hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku. 

 
(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah 

penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut. 

 
Pasal 50 

 
Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam 

perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai 
objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum. 
 

Pasal 51 
 
(1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. 



 
(2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat 

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama 
di daerah hukumnya. 

 
Pasal 52 

 
(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang 

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 
 
(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan 

Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau 
berdasarkan undang-undang. 

 
Pasal 53 

 
(1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. 
 
(2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya 
peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan 
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 

 
(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan 
peringatan, yang dipandang perlu. 

 
(4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), 

tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara. 

 
BAB IV 

HUKUM ACARA 
 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasal 54 
 

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama 
adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. 
 

Pasal 55 
 

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimuali sesudah diajukannya suatu 
permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut 
ketentuan yang berlaku. 
 

Pasal 56 
 



(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara 
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan 
wajib memeriksa dan memutusnya. 

 
(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup 

kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai. 
 

Pasal 57 
 
(1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA. 
 
(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. 

 
(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
 

Pasal 58 
 
(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 
 
(2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

 
Pasal 59 

 
(1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-

undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang 
dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara 
keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. 

 
(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal 
menurut hukum. 

 
(3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia. 
 

Pasal 60 
 

Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 
apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
 

Pasal 61 
 

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh 
pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. 
 

Pasal 62 
 



(1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan 
dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-
peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan 
dasar untuk mengadili. 

 
(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangai oleh Ketua dan Hakim-

hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan 
dan putusan itu diucapkan. 

 
(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang 

bersidang. 
 

Pasal 63 
 

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi 
kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara. 
 

Pasal 64 
 

Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, 
pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan 
penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada 
perlawanan, banding, atau kasasi. 
 

Bagian Kedua 
Pemeriksaan Sengketa Perkawinan 

 
Paragaraf 1 

Umum 
Pasal 65 

 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak. 
 

Paragraf 2 
Cerai Talak 
Pasal 66 

 
 
(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna 
menyaksikan ikrar talak. 

 
(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali 
apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang 
ditentukan bersama tanpa izin pemohon. 

 
(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan 

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. 



 
(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka 

permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat. 

 
(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta 

bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai 
talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. 

 
Pasal 67 

 
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: 

a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu 
istri; 
b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. 
 

Pasal 68 
 
(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak 
didaftarkan di Kepaniteraan. 

 
(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. 
 

Pasal 69 
 

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 
79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83. 
 

Pasal 70 
 
(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi 

didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan 
bahwa permohonan tersebut dikabulkan. 

 
(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat 

mengajukan banding. 
 
(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan 

menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan 
istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. 

 
(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu 

akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang 
dihadiri oleh istri atau kuasanya. 

 
(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang 

menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya 
dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. 

 



(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang 
penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim 
wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka 
gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi 
berdasarkan alasan yang sama. 

 
Pasal 71 

 
(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak. 
 
(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus 

sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan 
banding atau kasasi. 

 
Pasal 72 

 
Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku 

ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta 
Pasal 85. 
 

Paragraf 3 
Cerai Gugat 

Pasal 73 
 
(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila 
penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 
tergugat. 

 
(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian 

diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
tergugat. 

 
(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka 

gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat. 

 
Pasal 74 

 
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat 

pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat 
cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan 
perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
 

Pasal 75 
 

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat 
cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 



suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada 
dokter. 
 

Pasal 76 
 
(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk 

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang 
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. 

 
(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan 

antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-
masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. 

 
Pasal 77 

 
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau 

tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan 
dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 
 

Pasal 78 
 

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, 
Pengadilan dapat: 
 
a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; 
b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan 
anak; 
c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang 

yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak 
suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. 

 
Pasal 79 

 
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya 

putusan Pengadilan. 
 

Pasal 80 
 
(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian 
didaftarkan di Kepaniteraan. 

 
(2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. 
 

Pasal 81 
 
(1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum. 
 
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung 

sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 



 
Pasal 82 

 
(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha 

mendamaikan kedua pihak. 
 
(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, 

kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak 
dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang 
secara khusus dikuasakan untuk itu. 

 
(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada 

sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi. 
 
(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada 

setiap sidang pemeriksaan. 
 
 
 
 

Pasal 83 
 

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian 
baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum 
perdamaian tercapai. 
 

Pasal 84 
 
(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai 
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman 
penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah 
daftar yang.disediakan untuk itu. 

 
(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai 

Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan 
putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai 
Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan. 

 
(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan 

putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada 
Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di 
Indonesia. 

 
(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada 

para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang 
memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. 

 



Pasal 85 
 

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang 
ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri 
atau keduanya. 
 

Pasal 86 
 
(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama 

suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun 
sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 
(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu 

perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
tentang hal itu. 

 
Paragraf 4 

Cerai Dengan Alasan Zina 
Pasal 87 

 
(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak 

melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi 
bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim 
berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama 
sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari 
pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim 
karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. 

 
(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan 

sanggahannya dengan cara yang sama. 
 

Pasal 88 
 
(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan 

oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an. 
 
(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan 

oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang 
berlaku. 

 
Bagian Ketiga 
Biaya Perkara 

Pasal 89 
 
(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau 
pemohon. 
 



(2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan 
penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau 
putusan akhir. 

 
Pasal 90 

 
(1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi: 
 

a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu; 
b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan 

sumpah yang diperlukan dalam perkara itu; 
c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan 

tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara 
itu; 

d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah 
Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. 

 
(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan 

Mahkamah Agung. 
 

Pasal 91 
 
(1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus 

dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan. 
 
(2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak 

berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus 
dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan. 

 
BAB V 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 
Pasal 92 

 
Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim. 

 
Pasal 93 

 
Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain 

yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim 
untuk diselesaikan. 
 

Pasal 94 
 

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor 
urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan 
umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. 
 

Pasal 95 
 

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau 
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 



 
Pasal 96 

 
Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan 

mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. 
 

Pasal 97 
 

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas 
membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. 
 

Pasal 98 
 

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan. 
 

Pasal 99 
 
(1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan. 
 
(2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tiap perkara 

diberi nomor  urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya. 
 

Pasal 100 
 

Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 101 
 
(1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau 

putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, 
surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di 
Kepaniteraan. 

 
(2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh 

dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan 
berdasarkan ketentuan undang-undang. 

 
(3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, 

risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung. 
 

Pasal 102 
 

Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih 
lanjut oleh Mahkamah Agung. 
 

Pasal 103 
 
(1) Juru Sita bertugas : 
 

a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang; 



b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan 
pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara 
berdasarkan ketentuan undang-undang, 

c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan; 
d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
 
(2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang 

bersangkutan. 
 

Pasal 104 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh 
Mahkamah Agung. 
 

Pasal 105 
 
(1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum 
Pengadilan. 
(2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat 

diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. 
 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 106 
 

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini; 
 
1. semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan 

Peradilan Agama menurut Undang-undang ini; 
 
2. semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama 

dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini 
belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-
undang ini. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 107 

 
(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka: 
 

a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 
Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 
Nomor 610); 

b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk 
sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 
1937 Nomor 638 dan Nomor 639); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura 
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan 



d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3019), dinyatakan tidak berlaku. 

 
(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia 

yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai 
permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara 
orang-orang yang beragama Islam yangdilakukan berdasarkan hukum Islam, 
diselesaikan oleh Pengadilan Agama. 

 
Pasal 108 

 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Desember 1989 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

SOEHARTO 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Desember 1989 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

 
MOERDIONO 



 
PENJELASAN 

ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1989 
TENTANG 

PERADILAN AGAMA 
 
UMUM 
 
1. Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian 
hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang 
sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, 
tenteram, dan, tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan 
Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya 
lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna 
menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk 
menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan 
kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup 
kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah 
satunya adalah Badan Peradilan Agama. 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan 
Peradilan Agama sebelum Undang-undang ini adalah: 

a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura 
(Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 
Nomor 610); 

b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar 
untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur 
(Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar 
Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99). 

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan 
beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama. 

Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang 
merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 
hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya 
kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan 
tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. 

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan 
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala 
peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama 
tersebut di atas dan menyesuaikannya dengan Undang-undang tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan 
kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan 
peradilan. 



Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan, Kekuasaan, 
dan Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama ini 
merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam 
Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
(Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951). 

 
2. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-undang 

ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang 
berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. 

Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, 
kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama 
dan Pengadilan Tinggi Agama. 

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, 
dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. 

Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). 

Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi 
ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli 
waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana 
pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. 

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat 
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam 
pembagian warisan. 

Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan dalam 
Lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, maka oleh Undang-
undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian 
Residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara kewarisan yang 
dicabut pada tahun 1937, dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan 
Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain. 

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding 
terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan 
Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antar-
Pengadilan Agama di daerah hukumnya. 

 
3. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan 

oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara 
dan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan 
saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik 
di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, 
dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan 
Peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi Peradilan 
dalam Undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan 
penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap 
dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap sebagai 
Sekretaris. 



Selaku Panitera, ia menangani administrasi perkara dan hal-hal 
administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam pelaksanaan 
tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang 
Panitera Muda. 

Selaku Sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti administrasi 
kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh 
seorang Wakil Sekretaris. 

Dengan demikian, staf Kepaniteraan dapat memusatkan perhatian 
terhadap tugas dan fungsinya membantu Hakim dalam bidang peradilan, 
sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan oleh staf Sekretariat. 

 
4. Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. 

Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata 
cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Undang-undang ini. 

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara 
atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman bebas 
dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik Pengadilan 
maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah 
dan pengaruh yang lain. 

Agar tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh 
Pengadilan, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan persyaratan yang 
senantiasa harus dipenuhi oleh seorang Hakim, seperti bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap 
pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau 
hukuman administrasi terhadap Hakim Pengadilan Agama perlu adanya 
kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Departemen 
Agama. 

Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun 
materiil, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan 
ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya para Hakim; demikian 
pula mengenai kepangkatan dan gajinya. 

Untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta 
Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian) para Hakim dengan 
diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam 
Undang-undang ini. 

Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para Hakim untuk 
merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali, 
pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang 
akan atau sedang diadili olehnya. 

Namun, belum cukup hanya dengan memerinci larangan-larangan seperti 
tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan 
Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama di dalam 
daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antar-Pengadilan 
Agama dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Agama, yang pasti akan 
bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi 
Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan teguran, 
peringatan, dan petunjuk. Kecuali itu, perbuatan dan kegiatan Hakim secara 
langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, dan 
dengan biaya ringan akan terjamin. 



Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan keras, bahwa Hakim 
melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian yang terus 
menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, dapat mengakibatkan bahwa 
ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara 
setelah diberi kesempatan membela diri. 

Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat 
luhur dan mulianya tugas Hakim, sedangkan dalam kedudukannya sebagai 
pegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman-ancaman terhadap perbuatan 
tercela sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 
1980 Nomor 50). 

 
5. Undang-undang ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga mengatur 

Hukum Acara Peradilan Agama. 
Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan 

susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat untuk 
dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka 
lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya 
dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan Hukum Acara Peradilan Agama 
itu sangat penting dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam Undang-
undang ini. 

Hukum Acara Peradilan Agama selama ini masih terdapat dalam 
berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam Staatsblad, Peraturan 
Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama maupun 
dalam Undang-undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya. 

Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan 
harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan yang lain, dalam 
Undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali. 

Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan 
kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat 
tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata tertentu 
antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara perdata pada 
Peradilan Umum oleh Undang-undang ini dinyatakan berlaku pada Pengadilan 
dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara 
khusus diatur oleh Undang-undang ini. 

 
6. Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara 

yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman. 

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara 
tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama 
Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat 
mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus, 
seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. 
Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-
undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat 



melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan 
kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan. 

 
7. Di samping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa 

keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat 
Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, maka dalam Undang-undang ini 
diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan 
tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa 
perkawinan yang sampai saat diundangkannya Undang-undang ini masih diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Undang-undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum 
wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal 
gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan prinsip 
hukum acara perdata umum. 

Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam Undang-
undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke Pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediman penggugat. 

 
PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

  Cukup jelas 
 

Pasal 2 
  Cukup jelas 

 
Pasal 3 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 

Pasal 4 
  Ayat (1) 
   Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di 
kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah 
kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 5 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
 



Pasal 6 
  Cukup jelas 
 

Pasal 7 
  Usul pembentukan Pengadilan Agama diajukan oleh Menteri Agama 
berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 
 

Pasal 8 
  Cukup jelas 
 

Pasal 9 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 10 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 11 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 12 
  Ayat (1) 
   Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karena itu, 
Menteri Agama wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dalam 
rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai 
negeri. 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 13 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 14 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 



  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 15 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 16 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
  Ayat (4) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 17 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 18 
  Ayat (1) 

Pemberhentian dengan hormat Hakim atas permintaan sendiri, 
mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang 
bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah 
tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan 
hidup di rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor 
yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan 
wibawa seorang Hakim itu sendiri. 

Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" 
ialah yang menyebabkan sipenderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas 
kewajibannya dengan baik. 

Yang dimaksud "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan 
banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya. 

  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 19 
  Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana 
penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah 
apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, 
baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim. 



Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang 
dibebankan kepada yang bersangkutan. 

  Ayat (2) 
Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan 

dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak 
diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara yang 
dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan. 

  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 20 
Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai 

pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim. 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, 

Hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Oleh sebab itu, pemberhentiannya harus 
tidak sama dengan pegawai negeri yang lain. 

 
Pasal 21 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas. 
 

Pasal 22 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara pidana adalah 
Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Militer. 

 
Pasal 23 

  Cukup jelas 
 

Pasal 24 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 

Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan 
yang berlaku. 

Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara 
lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas. 

 
Pasal 25 

  Cukup jelas 
 

Pasal 26 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 



   Cukup jelas 
 

Pasal 27 
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal ini, yaitu setia 

kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup 
juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e 
Undang-undang ini. 

Yang dimaksud dengan "sarjana muda syari'ah atau sarjana muda, 
hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum 
sederajat dengan sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum, dan 
dianggap cakap untuk jabatan itu. 

Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat-
syarat lain yang berkaitan. Alih jabatan dari Pengadilan Tinggi Agama ke 
Pengadilan Agama atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama. 

 
Pasal 28 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

 
Pasal 29 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

 
Pasal 30 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

 
Pasal 31 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

 
Pasal 32 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

 
Pasal  33 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea. pertama. 

 
Pasal 34 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

 
Pasal 35 

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) 
berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. 

 
Pasal 36 

Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera 
Muda, dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua 
Pengadilan yang bersangkutan. 



 
Pasal 37 

  Cukup jelas 
 

Pasal 28 
  Cukup jelas 
 

Pasal 39 
  Ayat (1) 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d ayat ini, yaitu 
setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, harus diartikan 
mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
huruf e Undang-undang ini. 

  Ayat (2) 
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama 

dengan penjelasan ayat (1). 
 

Pasal 40 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 41 
  Cukup jelas 
 

Pasal 42 
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) 

berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti. 
 

Pasal 43 
  Cukup jelas 
 

Pasal 44 
  Cukup jelas 
 

Pasal 45 
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d Pasal ini, yaitu setia 

kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup 
juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e 
Undang-undang ini. 

 
Pasal 46 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 45. 

 
Pasal 47 

Pengangkatan atau pemberhentian Wakil Sekretaris Pengadilan dapat 
juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan. 

 
Pasal 48 



  Cukup jelas 
 

Pasal 49 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah : 

1. izin beristri lebih dari seorang 
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 

21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau 
keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 

3. dispensasi kawin; 
4. pencegahan perkawinan; 
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
6. pembatalan perkawinan; 
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 
8. perceraian karena talak; 
9. gugatan perceraian; 
10. penyelesaian harta bersama; 
11. mengenai penguasaan anak-anak; 
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 
memenuhinya; 

13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas 
isteri. 

14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16. pencabutan kekuasaan wali; 
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut; 
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang 
tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; 

19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah 
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di 
bawah kekuasaannya; 

20. penetapan asal usul seorang anak; 
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran; 
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
dijalankan menurut peraturan yang lain. 

  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 50 
Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak 

berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang 
tidak menjadi sengketa itu. 



 
Pasal 51 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 52 
  Ayat (1) 

Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum 
Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang 
sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. 

  Ayat (2) 
Yang dimaksud "oleh Undang-undang" adalah ditetapkan atau 

diatur dalam undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud "berdasarkan 
undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam Peraturan Pemerintah 
berdasarkan Undang-undang ini. 

 
Pasal 53 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajarnya" ialah antara 
lain bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang dilakukan dengan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan. 

  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
  Ayat (4) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 54 

  Cukup jelas 
 

Pasal 55 
  Cukup jelas 
 

Pasal 56 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 57 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan.dalam ayat ini 
adalah penetapan dan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, 
dan Mahkamah Agung. 

  Ayat (3) 



   Cukup jelas 
 

Pasal 58 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 59 
  Ayat (1), 

  Alasan penting yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk 
memerintahkan pemeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam Berita Acara 
Sidang. 

  Ayat (2) 
  Cukup jelas 
  Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 

Pasal 60 
Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas 

perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas 
perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. 

 
Pasal 61 

  Cukup jelas 
 

Pasal 62 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 63 

  Cukup jelas 
 

Pasal 64 
  Cukup jelas 
 

Pasal 65 
  Cukup jelas 

 
Pasal 66 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
  Ayat (4) 



   Cukup jelas 
  Ayat (5) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 67 

  Cukup jelas 
 

Pasal 68 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 69 
  Cukup jelas 
 

Pasal 70 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
  Ayat (4) 
   Cukup jelas 
  Ayat (5) 
   Cukup jelas 
  Ayat (6) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 71 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 72 

  Cukup jelas 
 

Pasal 73 
  Ayat (1) 

Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan 
ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
penggugat. 

  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 74 



  Cukup jelas 
 

Pasal 75 
  Cukup jelas 
 

Pasal 76 
  Ayat (1) 

Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara 
suami dan istri. 

  Ayat (2) 
Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak 

keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya 
penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. 

 
Pasal 77 

  Cukup jelas 
 

Pasal 78 
  Cukup jelas 
 

Pasal 79 
  Cukup jelas 
 

 
Pasal 80 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 81 

  Ayat (1) 
  Cukup jelas 
  Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 

Pasal 82 
  Ayat (1) 

Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat 
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan. 

  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
  Ayat (4) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 83 

  Cukup jelas 
 

Pasal 84 



  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 
  Ayat (4) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 85 
Atas kelalaiannya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk 

dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Pasal 86 

  Ayat (1) 
Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan 

dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 87 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 88 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 89 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal  90 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 91 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 

 



Pasal 92 
  Cukup jelas 
 

Pasal 93 
  Cukup jelas 
 

Pasal 94 
Yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut 

kepentingan umum adalah Ketua Pengadilan. 
 

Pasal 95 
  Cukup jelas 
 

Pasal 96 
  Cukup jelas 
 

Pasal 97 
  Berdasarkan catatan Panitera, disusun berita acara persidangan. 
 

Pasal 98 
  Cukup jelas 

Pasal 99 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 100 
  Cukup jelas 
 

Pasal 101 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "dibawa keluar" meliputi segala bentuk 
dan cara apa pun juga yang memindahkan isi daftar catatan, risalah, agar tidak 
jatuh ketangan pihak yang tidak berhak. 

  Ayat (3) 
   Cukup jelas 

 
Pasal 102 

  Cukup jelas 
 

Pasal 103 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 104 
  Cukup jelas 



 
Pasal 105 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 106 
  Cukup jelas 
 

Pasal 107 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 
 

Pasal 108 
  Cukup jelas 
 



 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2006 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG 

PERADILAN AGAMA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: 

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang 
tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan; 

b. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung 
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan; 

c. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan 
hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 
huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

 

Mengingat: 

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4359); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3400); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4338). 

 

Dengan Persetujuan Bersama: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 



 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG¬UNDANG 
NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 2 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ini.” 

 

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai 
berikut: 

“Pasal 3A 

Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur 
dengan Undang-Undang.” 

 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 4 

(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. 

(2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya 
meliputi wilayah provinsi.” 

 

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 5 

(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan 
dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi 
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.” 

 

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 11 

(1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. 

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim 
ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” 



 

 

 

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 12 

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua 
Mahkamah Agung. 

(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.” 

 

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 13 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; 

f. sehat jasmani dan rohani; 

g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan 

h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia 
termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung 
dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon 
hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua 
puluh lima) tahun. 

(3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus 
berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan 
agama.” 

 

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 14 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 
c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h; 

b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 

c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, 
pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan 
agama; dan 

d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus 
berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi 



 

 

agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah 
menjabat ketua pengadilan agama. 

(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus 
berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi 
agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah 
menjabat ketua pengadilan agama.” 

 

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 15 

(1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua 
Mahkamah Agung. 

(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 
Mahkamah Agung.” 

 

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 16 

(1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib 
mengucapkan sumpah menurut agama Islam. 

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut 

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan 
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa". 

(3) Wakil ketua dan hakim pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua 
pengadilan agama. 

(4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama serta ketua pengadilan agama 
mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi agama. 

(5) Ketua pengadilan tinggi agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua 
Mahkamah Agung.” 

 

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 17 

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh 
merangkap menjadi: 

a. pelaksana putusan pengadilan; 

b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang 
diperiksa olehnya; atau 

c. pengusaha. 

(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. 

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.” 

 



 

 

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 18 

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya karena: 

a. permintaan sendiri; 

b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; 

c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan 
hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil 
ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau 

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 

(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan 
sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.” 

 

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 19 

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya 
dengan alasan: 

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 

b. melakukan perbuatan tercela; 

c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; 

d. melanggar sumpah jabatan; atau 

e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam. 

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah 
yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan 
Majelis Kehormatan Hakim. 

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan 
Hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah 
Agung.” 

 

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 20 

Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan 
sebagai pegawai negeri.” 

 

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 21 

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan 
hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan 
sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. 

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). 



 

 

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling 
lama 6 (enam) bulan.” 

 

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 25 

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah 
Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: 

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; 

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 
mati; atau 

c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.” 

 

17. Ketentuan Pasal 2, 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 27 

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai 
hukum Islam; 

f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun 
sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan 
tinggi agama; dan  

g. sehat jasmani dan rohani.” 

 

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 28 

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf g; 

b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai 
hukum Islam; 

c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun 
sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera 
pengadilan agama.” 

 

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 29 



 

 

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan agama, seorang calon harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf g; dan 

b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) 
tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.” 

 

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 30 

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf g; 

b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; dan 

c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan 
tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 
(tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai 
panitera pengadilan agama.” 

 

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 31 

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan agama, seorang calon harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf g; dan  

b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan 
agama.” 

 

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 32 

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi agama, seorang calon 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf g; dan 

b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan 
tinggi agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera 
pengganti pengadilan agama, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan 
agama.” 

 

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 33 

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan agama, seorang calon 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 



 

 

a. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, huruf e, dan huruf g; dan 

b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. Sebagai pegawai negeri pada 
pengadilan agama.” 

 

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 34 

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi agama, seorang 
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan 
huruf g; dan 

b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan 
agama atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi 
agama.” 

 

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 35 

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, panitera tidak 
boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan 
perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera. 

(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat. 

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.” 

 

26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 36 

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan 
diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.” 

 

27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 37 

(1) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera, panitera. muda, dan 
panitera pengganti mengucapkan sumpah menurut agama Islam dihadapan ketua 
pengadilan yang bersangkutan. 

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, 
langsung atau tidak langsung dengan menggunakan atau cara apa pun juga, tidak 
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga." 

"Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan 
ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun 
juga sesuatu janji atau pemberian. 

"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta 
mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala undang-undang serta 



 

 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia". 

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan 
jujur, seksama, dan dengan tidak . membeda-bedakan orang dan akan berlaku 
dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti 
layaknya bagi seorang panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, 
yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”." 

 

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 39 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; 

f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti; dan 

g. sehat jasmani dan rohani. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 

a. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, huruf e, dan huruf g, dan; 

b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada 
pengadilan agama.” 

 

29. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 40 

(1) Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah 
Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan. 

(2) Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang 
bersangkutan.” 

 

30. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 41 

(1) Sebelum memangku jabatannya, jurusita. atau jurusita pengganti wajib 
mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang 
bersangkutan. 

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, 
langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, 
tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga". 



 

 

"Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan 
ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun 
juga sesuatu janji atau pemberian". 

"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta 
mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta 
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia". 

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan 
jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku 
dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti 
layaknya bagi seorang jurusita atau jurusita pengganti yang berbudi baik dan jujur 
dalam menegakkan hukum dan keadilan".” 

 

31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 42 

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, jurusita tidak boleh 
merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara 
yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan. 

(2) Jurusita tidak boleh merangkap advokat. 

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.” 

 

32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 44 

Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.” 

 

33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 45 

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris pengadilan agama, dan 
pengadilan tinggi agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

e. berijazah paling rendah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai 
hukum Islam; 

f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan 

g. sehat jasmani dan rohani.” 

 

34. Ketentuan Pasal 46 dihapus. 

 



 

 

35. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 47 

Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 
Mahkamah Agung.” 

 

36. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 48 

(1) Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan wakil sekretaris mengucapkan 
sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan. 

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat menjadi 
sekretaris/wakil sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan 
pemerintah. 

"Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan 
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab". 

"Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan 
negara, pemerintah, martabat sekretaris/wakil sekretaris serta akan senantiasa 
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang 
atau golongan". 

"Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia . sesuatu yang menurut 
sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan". 

"Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan 
bersemangat untuk kepentingan negara".” 

 

37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 49 

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

a. perkawinan; 

b. warta; 

c. wasiat; 

d. hibah; 

e. wakaf; 

f. zakat; 

g. infaq; 

h. shadaqah; dan 

i. ekonomi syari'ah.” 

 

38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 50 



 

 

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus 
lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa 
tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49.” 

 

39. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 52A, yang 
berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 52A 

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan 
pada tahun Hijriyah.” 

 

40. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 90 

(1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi: 

a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut; 

b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah 
yang diperlukan dalam perkara tersebut; 

c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-
tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan 

d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang 
berkenaan dengan perkara tersebut. 

(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.” 

 

41. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 105 

(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan 
tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.” 

 

42. Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 106A, yang 
berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 106A 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.” 

 

Pasal II 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 50 TAHUN 2009 2009 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 

TENTANG PERADILAN AGAMA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang: 
a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu 
diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi 
rasa keadilan dalam masyarakat; 

b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan 
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

 
Mengingat: 
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Nomor 4958); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611); 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA. 



 
 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), 
diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. 
2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan 

peradilan agama. 
3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi 

agama. 
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan 

agama. 
5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti 

pada pengadilan agama. 
6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk 
dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung yang diatur dalam undang-undang. 

9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan 
pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. 

 
2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3A 
1. Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur 

dengan undang-undang. 
2. (2) Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan 

pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya 
menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus 
dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut 
kewenangan peradilan umum. 

(3) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman 
dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 

(4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta 
tunjangan hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 

12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, dan Pasal 12F yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 12A 
(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. 



(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan 
eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. 

 
Pasal 12B 

(1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, 
profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang 
hukum. 

(2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
 

Pasal 12C 
(1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12, 

Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. 
(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan 

oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh 
Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan 
Komisi Yudisial. 

 
Pasal 12D 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 
perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi 
Yudisial berwenang: 
a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi 

tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 
b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim; 
c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan; 
d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode 
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 

e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf d; 

f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan; 
g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga 

melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan 
pemeriksaan; dan/atau 

h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b. 

 
Pasal 12E 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, 
Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib: 
a. menaati norma dan peraturan perundangundangan; 
b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan 
c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. 

(3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. 

(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi 
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

(5) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur 
dalam undangundang. 

 
Pasal 12F 

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,  keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah 



memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan 
mutasi hakim. 

 
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 13 
(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
e. sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai 

hukum Islam; 
f. lulus pendidikan hakim; 
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 
h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 
i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat 

puluh) tahun; dan 
j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim 

harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan 
agama. 

 
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 

13B yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 13A 
(1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang 

transparan, akuntabel, dan partisipatif. 
(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan 

Komisi Yudisial. 
 

Pasal 13B 
(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e dan huruf f. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c tetap berlaku 

kecuali undangundang menentukan lain. 
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 
 
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 14 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 

c, huruf d, huruf g, dan huruf j; 
b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 
c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, 

pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan 
agama; 

d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan 



e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan 
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus 
berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi 
agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah 
menjabat ketua pengadilan agama. 

(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus 
berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi 
agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah 
menjabat ketua pengadilan agama. 

 
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 

(dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 15 yang berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 15 

(1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. 
(1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung 

dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. 
(1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan 
melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 
Mahkamah Agung. 

 
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 18 
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari 

jabatannya karena: 
a. atas permintaan sendiri secara tertulis; 
b. sakit jasmani atau rohani secara terusmenerus; 
c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim 

pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, 
dan hakim pengadilan tinggi agama; atau 

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 
(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan 

sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. 
 
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 19 
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari 

jabatannya dengan alasan: 
a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
b. melakukan perbuatan tercela; 
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus 

selama 3 (tiga) bulan; 
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; 
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau 
f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh 
Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. 

(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. 



(4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung. 

(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
diajukan oleh Komisi Yudisial. 

(6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul 
pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan 
Majelis Kehormatan Hakim. 

(7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

 
10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 20 
Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai 
hakim. 

 
11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) yang 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 21 
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan 

hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua 
Mahkamah Agung. 

(1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan 
oleh Komisi Yudisial. 

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). 

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling 
lama 6 (enam) bulan. 

 
12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 24 
(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur  dengan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh 

gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya. 
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. tunjangan jabatan; dan 
b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 
a. rumah jabatan milik negara; 
b. jaminan kesehatan; dan 
c. sarana transportasi milik negara. 

(5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya 

beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur 
dengan peraturan perundangundangan. 

 
13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: 
 
 
 



Pasal 27 
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
e. berijazah sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang 

menguasai hukum Islam; 
f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun 

sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera 
pengadilan tinggi agama; dan 

g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 
 
14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 30 
Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf e, dan huruf g; 
b. dihapus. 
c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan 

tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 
3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai 
panitera pengadilan agama. 

 
15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 35 
Panitera tidak boleh merangkap menjadi: 
a. wali; 
b. pengampu; 
c. advokat; dan/atau 
d. pejabat peradilan yang lain. 

 
16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 

38B yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 38A 
Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan 
diberhentikan dengan hormat dengan alasan: 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulis; 
c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; 
d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, 

dan panitera pengganti pengadilan agama; 
e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera 

muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama; dan/atau 
f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 

 
Pasal 38B 

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan 
diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan: 
a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 



b. melakukan perbuatan tercela; 
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus 

selama 3 (tiga) bulan; 
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; 
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau 
f. melanggar kode etik panitera. 

 
17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 39 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
e. berijazah pendidikan menengah; 
f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan 
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf e, dan huruf g; dan 
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada 

pengadilan agama. 
 
18. Ketentuan Pasal 44 dihapus. 
 
19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 45 
Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
e. berijazah sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai 

hukum Islam, atau sarjana administrasi; 
f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan 
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 

 
20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 46 

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan tinggi 
agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, dan huruf g; dan 
b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan. 

 
21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 53 
(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. 



(2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku 
panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. 

(3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan 
pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan 
menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang 
dipandang perlu. 

(5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 
tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus  
perkara. 

 
22. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B 

dan Pasal 60C yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 60A 
(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas 

penetapan dan putusan yang dibuatnya. 
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) harus memuat 

pertimbangan hokum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang 
tepat dan benar. 

 
Pasal 60B 

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. 
(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. 
(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan 

surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. 
 

Pasal 60C 
(1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari 

keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. 
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-

cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

 
23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A yang 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 64A 
(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses 
persidangan. 

(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka 
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. 

(3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

 
24. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 91A dan 91B 

yang berbunyi sebagai berikut: 
 

 
 



Pasal 91A 
(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya 

perkara. 
(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai 

dengan tanda bukti pembayaran yang sah. 
(3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan 

dan biaya proses penyelesaian perkara. 
(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan 

negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh 
Mahkamah Agung. 

(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

 
Pasal 91B 

(1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3). 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 
sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 dan Pasal 38B. 

 
Pasal II 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2009 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
PATRIALIS AKBAR 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 50 TAHUN 2009 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 

TENTANG PERADILAN AGAMA 

I. UMUM 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat 
(1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus  2006, dimana 
dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang 
menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 
Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah 
dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah 
Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang 
terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat. 
Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah 
satu undang-undang yang mengatur  lingkungan peradilan yang berada di bawah 
Mahkamah Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau 
sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan 
agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial 
yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan 
Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh 
Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan 
prinsip kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan 
akuntabilitas hakim. 
 
 
 



Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut: 
1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung 

maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi 
Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta 
perilaku hakim; 

2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan 
agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses 
seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta 
harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim; 

3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc; 
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim; 
5. keamanan dan kesejahteraan hakim; 
6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan; 
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung 

jawaban biaya perkara; 
8. bantuan hukum; dan 
10. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim. 
Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang 
dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system), 
terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah 
Mahkamah Agung. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
Angka 1 
Cukup jelas. 
Angka 2 
Pasal 3A 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan” adalah adanya 
diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk  
pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud 
dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum 
acaranya. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” adalah untuk membantu penyelesaian perkara 
yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syari’ah dan yang 
dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Angka 3 
Pasal 12A 
Ayat (1) 
Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada 
pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan 
agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga. 



Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 12B 
Cukup jelas. 
Pasal 12C 
Ayat (1) 
Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi 
dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 12D 
Cukup jelas. 
Pasal 12E 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus 
dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 12F 
Yang dimaksud dengan ”mutasi hakim” dalam ketentuan ini meliputi promosi dan 
demosi hakim. 
Angka 4 
Pasal 13 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan 
tinggi negeri agama atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang 
ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Cukup jelas. 
Huruf j 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Angka 5 
Pasal 13A 
Cukup jelas. 
Pasal 13B 



Cukup jelas. 
Angka 6 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
Angka 7 
Pasal 15 
Cukup jelas. 
Angka 8 
Pasal 18 
Cukup jelas. 
Angka 9 
Pasal 19 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Yang dimaksud “dengan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung. 
Angka 10 
Pasal 20 
Cukup jelas. 
Angka 11 
Pasal 21 
Ayat (1) 
Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain yang dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah hukuman 
jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili 
perkara dalam jangka waktu tertentu. 
Ayat (1a) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Angka 12 
Pasal 24 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 



Cukup jelas. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah kendaraan bermotor roda empat 
beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim 
menjalankan tugas-tugasnya. 
Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah 
hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. 
Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat 
kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara 
baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Angka 13 
Pasal 27 
Cukup jelas. 
Angka 14 
Pasal 30 
Cukup jelas. 
Angka 15 
Pasal 35 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil 
sekretaris, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita 
pengganti, dan pejabat struktural lainnya. 
Angka 16 
Pasal 38A 
Cukup jelas. 
Pasal 38B 
Cukup jelas. 
Angka 17 
Pasal 39 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah sekolah menengah atas 
(SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah 
aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Ayat 2 
Cukup jelas. 



Angka 18 
Cukup jelas. 
Angka 19 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
Angka 20 
Pasal 46 
Cukup jelas. 
Angka 21 
Pasal 53 
Cukup jelas. 
Angka 22 
Pasal 60A 
Cukup jelas. 
Pasal 60B 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “kelurahan” dalam ketentuan ini termasuk desa, banjar, 
nagari, dan gampong. 
Pasal 60C 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-Cuma termasuk biaya eksekusi. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Angka 23 
Pasal 64A 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan 
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.  
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Angka 24 
Pasal 91A 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Biaya Kepaniteraan yang masuk penerimaan Negara bukan pajak adalah sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Pasal 91B 
Cukup jelas. 



Pasal II 
Cukup jelas. 
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